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MOTTO 
 
Motto: 
 Negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama, atau 
kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apa pun, tapi 
milik kita semua dari Sabang sampai Merauke! (Ir. Soekarno) 
 Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika 
dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. (Immanuel Kant) 
 Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang 
korup; untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. (Plato) 
 Urakan berbeda dari kurang ajar. Urakan melanggar aturan termasuk aturan 
berfikir demi mengikuti hati nurani. Kurang ajar melanggar aturan hanya demi 
melanggar. (Sujiwo Tejo) 
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ABSTRAK  
 
Ahmad, Baldi. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Perbuatan Melawan 
Hukum dengan Menguasai dan Memiliki Atas Tanah Tanpa Alas Hak yang Sah. 
Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, 
Tegal, 2019.  
 
Suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah 
suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. 
Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan 
kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan 
dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui penggunaan alat-alat bukti pada 
perkara perdata dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs. (2) Mengetahui proses 
pembuktian perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan 
memiliki atas tanah tanpa alas hak yang sah pada putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN 
Bbs. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian 
deskriptif kuaitatif. Sumber data penelitian yaitu data sekunder dan metode 
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen serta dianalisis 
dengan normatif kualitatif.  
Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: (1) Penggunaan alat-alat 
bukti pada perkara perdata dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs antara lain 
berupa: surat atau alat bukti tulisan, saksi, dan persangkaan. Alat bukti surat atau bukti 
dengan tulisan meliputi Bukti P-1 (akta otentik), bukti P-2, P-3, P-4 (akta pengakuan 
sepihak), dan bukti P-5 (akta bawah tangan). Bukti saksi dalam perkara tersebut yaitu 
Saksi Warlipah dan saksi Devi Septiana. Bukti persangkaan, Tergugat I dinyatakan 
telah melakukan tindakan Wanprestasi. (2) Proses pembuktian perkara perdata 
perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memiliki atas tanah tanpa alas hak 
yang sah pada putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs, yaitu pembuktian bahwa para 
Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang tergolong dalam wanprestasi. 
Proses pembuktian perkara tersebut diawali dengan penggugat mengajukan bukti-
bukti surat untuk membuktikan dalil-dalilnya. Selanjutnya yaitu pihak Penggugat 
mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Warlipah dan saksi Devi Septiana. Terhadap bukti 
P-4 telah didukung dengan keterangan saksi yaitu saksi Warlipah berkaitan satu sama 
lain yang ternyata bersesuaian maka dapat dikatakan penggugat telah dapat 
membuktikan dalil pokok dalam gugatannya yaitu bahwa Para Tergugat tidak 
melaksanakan kewajibannya yaitu pembayaran hutang tergugat (wanprestasi) 
sedangkan jumlah hutang yang nyata dapat dibuktikan adalah sejumlah 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
 
Kata Kunci: pembuktian, hukum acara perdata, perbuatan melawan hukum.  
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ABSTRACT 
 
Ahmad, Baldi. Proof in Civil Procedure Code Act Against Law by Mastering 
and Owning Land without Legal Right. Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty 
of Law, Pancasakti University, Tegal, 2019. 
A civil process, one of the tasks of the judge is to investigate whether a legal 
relationship that is the basis of a lawsuit really exists or not. This legal relationship 
must be proven if the plaintiff wants a victory in a case. If the plaintiff fails to prove 
the arguments on which the claim is based, then the claim will be rejected. 
This study aims: (1) Knowing the use of evidence in civil cases in decision 
number 23/Pdt.G/2018/PN Bbs. (2) Knowing the process of proving a civil case 
against the law by controlling and owning land without a legal basis in decision 
number 23/Pdt.G/2018/PN Bbs. This research uses a normative approach with 
qualitative descriptive research. Sources of research data are secondary data and data 
collection methods using literature studies and document studies and analyzed with 
qualitative normatives. 
The results of the study obtained a conclusion that: (1) The use of evidence in 
civil cases in decision number 23/Pdt.G/2018/PN Bbs include but is not limited to: 
letters or written evidence, witnesses, and allegations. Letter or written evidence 
includes evidence P-1 (authentic deed), proof P-2, P-3, P-4 (unilateral recognition 
deed), and proof of P-5 (underhanded deed). Witness evidence in the case is Witness 
Warlipah and Witness Devi Septiana. Evidence of the allegation, Defendant I was 
declared to have committed a Default. (2) The process of proving a civil case against 
the law by controlling and possessing land without a legal basis in decision number 
23/Pdt.G/2018/PN Bbs, namely proving that the Defendants committed acts against 
the law which are classified as default. The process of proving the case began with the 
plaintiff submitting documentary evidence to prove his arguments. Next, the Plaintiff 
presented witnesses, namely Warlipah and Devi Septiana. To the evidence P-4 has 
been supported by witness testimony namely Warlipah witnesses related to each other 
which turned out to be compatible then it can be said the plaintiff has been able to 
prove the principal argument in the lawsuit namely that the Defendants did not carry 
out their obligations namely the payment of the defendant's debt (default) while the 
actual amount of debt it can be proven to be Rp.50,000,000 (fifty million rupiah). 
 
Keywords: proof, civil procedural law, acts against the law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan apa yang 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 1 Ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan 
hukum”. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya-upaya terencana dan 
teratur dalam pembangunan hukum di Indonesia. Pembangunan hukum sebagai 
upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara 
hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia tahun 1945, yang diarahkan untuk memungkinkan kesadaran 
hukum, menjamin penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan 
tata hukum nasional. 
Hukum perdata merupakan hukum atau ketentuan yang mengatur hak-hak, 
kewajiban, serta kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum perdata 
biasa dikenal dengan hukum privat. Hukum perdata biasa menangani kasus yang 
bersifat privat atau pribadi seperti hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum 
benda, hukum perikatan dan hukum waris.1 
Hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu 
yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum 
satu dengan dengan subjek  hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di  
                                               
1 Insertpoin, Pengertian dan Fungsi Hukum Perdata. Share Informasi untuk Wawasan: 
Online: https://insertpoin.blogspot.com, diakses tanggal 06 Juni 2019, pukul 10.05 WIB. 
  
2 
dalam pergaulan kemasyarakatan. Menurut Riduan Syahrani, pengertian hukum 
perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu 
dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan 
perseorangan (pribadi).2 Subekti membagi dua pengertian hukum perdata dalam 
dua arti, yaitu:  
1. Pengertian Hukum Perdata dalam arti luas yaitu semua hukum (private 
materiil), yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan 
perseorangan; 
2. Pengertian Hukum Perdata dalam arti sempit, dipakai sebagai lawan dari 
hukum dagang.3 
Tujuan hukum perdata memberikan perlindungan hukum untuk mencegah 
tindakan main hakim sendiri dan untuk menciptakan suasana yang tertib. Dengan 
kata lain tujuan hukum perdata adalah untuk mencapai suasan yang tertib hukum 
dimana seseorang mempertahankan haknya melalui lembaga peradilan sehingga 
tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Seperti halnya pada perkara Nomor 
23/Pdt.G/2018/PN Bbs, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Supandi 
(Tergugat) telah melakukan perubahan nama lewat klantingan secara sepihak dan 
menguasai sebidang tanah perkarangan yang tercatat dalam leter C Nomor: 1757, 
Persil 68 DII, seluas ± 1080 M² (108 Da.), yang semula atas nama Caswiri Cs 
Surtimah tetapi ternyata telah berubah menjadi atas nama Supandi Cs Surtimah 
tanpa alas hak yang sah dan telah melawan hukum dimana diketahui bahwa tanah 
tersebut pada dasar awalnya pada tahun 1978 milik Caswiri alias Wiri dan pada 
                                               
2 Tutik, Titik Triwulan, Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006, hlm. 5. 
3 Ibid., hlm. 5. 
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tahun 1990 telah dibeli secara sah oleh Penggugat maka terhadap kepemilikan 
tanah tersebut sekarang telah diserobot menjadi atas nama Supandi (Tergugat) 
pada buku tanah desa. 
Penggugat pada kasus tersebut menganggap kepemilikan tanah atas nama 
Supandi adalah cacat hukum dan batal demi hukum, maka Letter C Nomor: 1757, 
Persil Nomor: 68 DII, seluas + 1080 M2 (180 Da.) dalam buku tanah dan surat-
surat lain atas tanah tersebut harus diralat dan dikembalikan seperti semula 
menjadi atas nama Caswiri Cs Surtimah yang segera akan dibalik nama menjadi 
atas nama Penggugat serta Tergugat harus menyerahkan tanah tersebut terhadap 
Penggugat sebagai pembeli yang sah dengan tanpa beban dan tanpa syarat apapun 
setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dalil gugatan Penggugat adalah tanah milik Penggugat yang didapat 
setelah melakukan jual beli dengan Caswiri yang merupakan anak Pak Taswad dan 
telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dan menurut sanggahan 
Tergugat tanah tersebut tanah milik Tergugat yang telah dikuasai sejak tahun 1982 
dan tidak pernah diperjualbelikan dengan orang lain. Berdasarkan dalil-dalil 
masing-masing pihak, maka perlu adanya pembuktian atas permasalahan tersebut. 
Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang 
sangat penting. Hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara 
dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu 
mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg 
dan HIR. Secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima 
pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan 
pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.  
  
4 
Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 
kepada hakim pemeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 
kebenaran peristiwa yang dikemukakan.4 Pembuktian diperlukan dalam suatu 
perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam 
perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan.  
Suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki 
apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau 
tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat 
menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil 
untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya 
tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan 
dikabulkan.5 Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan bahwa barangsiapa mengatakan 
mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan 
haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya 
perbuatan itu. 
Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan 
kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya 
oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Pembuktian tidak selalu pihak 
penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara 
tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang 
diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. 
                                               
4 Syahrani, H. Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2004, hlm. 83. 
5 Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori 
dan Praktek, dikutip dalam http://materihukum.com/2018/05/02/pembuktian-dalam-hukum-acara-
perdata-indonesia/, diakses tanggal 06 Juni 2019, pukul 11.03 WIB. 
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Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan 
memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebankan kepada para pihak 
untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.6  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam melakukan pembuktian, 
para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di 
persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian 
yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat 
bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Mencermati hal 
tersebut, penulis tertarik menyusun penelitian hukum dengan judul “Pembuktian 
dalam Hukum Acara Perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan Menguasai dan 
Memiliki Atas Tanah Tanpa Alas Hak yang Sah”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata dalam putusan 
nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs? 
2. Bagaimana proses pembuktian perkara perdata perbuatan melawan hukum 
dengan menguasai dan memiliki atas tanah tanpa alas hak yang sah pada 
putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 
                                               
6 Ibid. 
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1. Mengetahui penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata dalam putusan 
nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
2. Mengetahui proses pembuktian perkara perdata perbuatan melawan hukum 
dengan menguasai dan memiliki atas tanah tanpa alas hak yang sah pada 
putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian ilmu hukum 
dalam penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata khususnya perkara 
dalam perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memiliki atas tanah 
tanpa alas hak yang sah, serta menambah literatur yang membahas tentang 
hukum perdata. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan 
referensi dalam penulisan hukum terkait dengan perkara perdata perbuatan 
melawan hukum kaitannya dengan perbuatan menguasai dan memiliki tanah 
tanpa alas hak yang sah.  
2. Secara praktis  
a. Bagi Penegak Hukum, dapat menjadi sumbangan pemikiran agar yang 
dapat memberi informasi kepada masyarakat pada umumnya serta aparat 
penegak hukum khususnya, mengenai perkara perdata perbuatan melawan 
hukum dengan menguasai dan memiliki atas tanah tanpa alas hak yang sah. 
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b. Bagi masyarakat, dapat mengetahui proses pembuktian dalam hukum acara 
perdata berkenaan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan 
memiliki atas tanah tanpa alas hak yang sah. sehingga diharapkan dapat 
mempersiapkan bukti-bukti sebelum mengajukan gugatan agar mencegah 
atau meminimalisir ditolaknya gugatan yang diajukan para pencari 
kebenaran dan keadilan.  
E. Metode Penelitian  
1. Pendekatan Penelitian  
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif. 
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, 
yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun 
hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi 
terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni 
masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, 
hubungan hukum dan obyek hukum.7  
Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan 
hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu 
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.8 Metode 
pendekatan yang digunakan adalah Case Approach dimana dilakukan dengan 
                                               
7 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 15. 
8 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 52. 
  
8 
cara melakukan kajian terhadap kasus, berkaitan pembuktian dalam hukum 
perdata perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memiliki atas tanah 
tanpa alas hak yang sah pada putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
2. Jenis dan Sumber Data  
Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud 
untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, 
gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-
hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam 
kerangka penyusunan teori baru.9 Sedangkan kualitatif, yaitu metode analisis 
data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari 
penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan 
teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas 
permasalahan dalam penelitian ini.10 
Dalam penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk 
menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala 
sesuatu yang terkait variabel yang bisa dijelaskan mengenai tindak pidana 
pemalsuan tanda tangan dalam surat penting atau dokumen dan penerapan 
hukum pidananya. Penelitian ini akan mendeskripsikan pembuktian dalam 
hukum perdata perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memiliki 
atas tanah tanpa alas hak yang sah pada putusan No: 23/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
                                               
9  Soekanto, Soerjono, Op Cit., hlm. 10. 
10 Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2012, hlm. 51. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik 
lisan maupun tulisan. Yaitu bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, 
peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan obyek atau materi penelitian.11 Sumber data yang digunakan dalam 
penyusunan penelitian ini adalah data sekunder, dengan kriteria: 
a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat 
dipergunakan dengan segera.  
b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, memuat materi-materi tentang 
permasalahan penelitian dalam bentuk buku maupun penelitian terdahulu. 
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan 
Negeri Brebes Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs. Jenis bahan penelitian ini, 
terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non 
hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan hukum sekunder berupa 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. 
3. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.12 Dalam penelitian ini, 
penulis  melakukan  studi  dokumen atau  bahan  pustaka dengan mengunjungi  
                                               
11 Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007, hlm. 99. 
12 Soekanto, Soerjono, Op Cit., hlm. 21. 
  
10 
perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-uku, literatur-
literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, 
dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian permasalahan 
penelitian. Data yang penulis cari yaitu materi pembuktian dalam hukum acara 
perdata perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memiliki atas tanah 
tanpa alas hak yang sah dan dokumen-dokumen yang berkaitan. 
4. Metode Analisis Data  
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan pokok permasalahan. 
Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam 
setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-
data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan 
kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk 
memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.13 Analisis data yang 
dipergunakan oleh penulis adalah analisa data dengan cara melakukan analisa 
terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah hukum. Setelah dilakukan 
analisa, maka dilakukan konstruksi data yang dilakukan dengan cara 
memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar 
pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.14  
                                               
13 Ibid. hlm. 251-252. 
14 Ibid. hlm. 255. 
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Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni 
pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan yurisprudensi serta 
pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan 
penelitian. Kemudian membuat sistematika dari data-data (pemilihan pasal-
pasal yang relevan) tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu 
sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang 
dianalisis secara kualitatif dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis 
pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya 
semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga 
selain menggambarkan dan mengungkapkan pembuktian dalam hukum acara 
perdata perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memiliki atas tanah 
tanpa alas hak yang sah. 
F. Sistematika Penelitian  
Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis 
menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penelitian  
Bab II  Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi teori-teori yang menunjang penelitian 
antara lain tinjauan umum hukup perdata meiputi pengertian hukum 
perdata, sumber hukum acara perdata, asas hukum acara perdata, 
pembagian hukum acara perdata; pembuktian dalam perkara perdata 
meliputi pengertian pembuktian, prinsip hukum pembuktian, asas-asas 
  
12 
hukum pembuktian; perbuatan melawan hukum meliputi pengertian 
perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, 
tinjauan umum mengenai peralihan hak atas tanah.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan.  
Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian beserta pembahasannya, 
meliputi penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata dalam putusan 
nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs dan proses pembuktian perkara perdata 
perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memiliki atas tanah 
tanpa alas hak yang sah pada putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
Bab IV Penutup  
Bab ini merupakan penutup dalam penelitian ini, dalam hal ini akan 
diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
  
A. Tinjauan Umum Hukum Perdata 
1. Pengertian Hukum Perdata 
Hukum acara perdata mempunyai pengertian peraturan hukum yang 
mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan 
perantara hakim. Jadi kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang 
menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. 
Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur 
tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya 
dan pelaksanaannya dari pada putusannya. 
Tuntutan merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan 
hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘eigenrichting’ atau 
tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan 
untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-
wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan 
menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak 
dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.15 
Berikut ini beberapa pengertian hukum perdata menurut para ahli, sebagai berikut: 
a. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur 
kepentingan warga negara perseorangan satu dengan perseorangan lainnya. 
                                               
15 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002,           
hlm. 2. 
  
14 
b. Ronald G. Salawane, hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang 
mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum 
yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan 
perseorangan dan memberikan sanksi keras atas pelanggaran yang dilakukan 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
c. Soediman Kartohadiprodjo, hukum Perdata adalah hukum yang mengatur 
kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. 
d. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang 
mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain 
didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. 
e. R. Soebekti, hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat 
materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.16 
Pengertian hukum perdata menurut Salim H.S. adalah keseluruhan kaidah-
kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur 
hubungan antara subjek hukum satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam 
hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Riduan Syahrani 
memberi pengertian hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum 
antara orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang 
menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi).17 
Berdasarkan pengertian hukum perdata di atas, maka dapat disimpulkan 
pengertian  hukum  perdata  adalah  hukum  yang mengatur hubungan antara orang  
                                               
16 Insertpoin, Pengertian dan Fungsi Hukum Perdata. Share Informasi untuk Wawasan: 
Online: https://insertpoin.blogspot.com, diakses tanggal 06 Juni 2019, pukul 10.05 WIB. 
17 Tutik, Titik Triwulan, Op Ct., hlm. 5. 
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yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan hukumnya. Namun tidak semua 
hukum perdata tersebut secara murni mengatur hubungan hukum mengenai 
kepentigan pribadi seperti dalam pegertian hukum perdata di atas, melainkan 
karena perkembangan masyarakat akan banyak bidang hukum perdata yang telah 
diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, sehingga hukum perdata juga 
mengatur hubungan yang menyangkut kepentingan umum seperti hukum 
perkawinan, hukum perburuhan dan sebagainya. Istilah hukum perdata sering juga 
disebut sebagai hukum sipil dan hukum privat, dan juga ada yang tertulis dan tidak 
tertulis. Pengertian hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat 
dalam Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijke Wetbook) maupun peraturan 
perundang-undangan lainnya, sedangkan pengertian hukum perdata tidak tertulis 
yaitu hukum adat, merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. 
 
2. Sumber Hukum Acara Perdata 
Sumber hukum acara perdata dalam praktik peradilan adalah sebagai 
berikut: 
a. HIR (Het Herziene Indonesia Reglement) diperbaharui S.1848 No.16, S.1941 
No. 44.  
HIR sering di terjemahkan menjadi “Reglemen Indonesia yang 
diperbaharui”, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdara maupun 
pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman 
Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (Staatblad) Nomor 16 Tahun 
1848. Bab IX dalam HIR mengatur Hukum Acara Perdata yaitu tentang 
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“Perihal Mengadili Perkara dalam Perkara Perdata yang diperiksa Oleh 
Pengadilan Negeri” yang terdiri dari: 
1) Bagian pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 
118-161); 
2) Bagian kedua tentang bukti (Pasal 162-177); 
3) Bagian ketiga tentang musyawarah dan putusan (Pasal 178-187); 
4) Bagian keempat tentang banding (Pasal 188-194); 
5) Bagian kelima tentang menjalankan putusan (Pasal 195-224);  
6) Bagian keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang 
istimewa (Pasal 225-236); 
7) Bagian ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos (Pasal 237-245). 
b. RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), S. 1927 No.227).  
RBg sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar 
Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata 
maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Ketentun hukum acara 
perdata terdapat dalam Bab II yang terdiri dari tujuh title dan Pasal 104 sampai 
Pasal 323, hanya title IV dan V yang berlaku sampai sekarang bagi Landraad 
(Pengadilan Negeri). title IV terdiri dari:  
1) Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 142-188); 
2) Bagian II tentang musyawarah dan putusan (Pasal 189-198); 
3) Bagian III tentang banding (Pasal 199-205); 
4) Bagian IV tentang menjalankan putusan (Pasal 106-258); 
5) Bagian ke V tentang hal mengadili perkara istimewa (Pasal 259-272); 
6) Bagian ke IV tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara (Pasal 273-281) 
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Sedangkan title VII mengatur tentang bukti (Pasal 2883-314). Kitab 
Undang Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek). KUH Perdata 
sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah 
Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli 
Eropa, Tionghoa dan juga Timur asing. Namun berdasarkan Pasal 2 aturan 
peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Hindia-Belanda berlaku bagi warga 
negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan dari BW pada saat ini 
diatur secara terpisah atau tersendiri oleh beberapa peraturan perundang-
undangan. Walaupun KUH Perdata merupakan kodifikasi dari hukum perdata 
materiil, namun juga memuat hukum acara perdata terutama dalam buku IV 
tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865-1993). Selain itu juga terdapat 
dalam beberapa Pasal Buku I misalnya tentang tempat tinggal atau domisili 
(Pasal 17-25), serta Buku II dan III (Pasal 533, 535, 1244, 1365).  
Selain itu Hukum Acara Perdata juga diatur dalam Undang-Undang 
Kepailitan Staatblad 1906 No.348 dan Reglemen tentang Organisasi 
Kehakiman Staatblad (Reglement op de Rechtsterlijke Orgnisatie in het beleid 
der Justitie in Indonesia) 1847 No. 23 yang merupakan sumber dasar 
penerapan dalam hukum acara perdata di Pengadilan. 
c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan 
Setempat.  
Pemeriksaan setempat adalah metode hakim untuk mengetahui secara 
jelas dan tepat mengenai keberadaan objek sengketa gugatan sebelum Majelis 
Hakim membacakan putusan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bagi pencari 
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keadilan dalam hal melakukan eksekusi (executable) atas objek sengketa 
barang tidak bergerak.  
d. Yurisprudensi merupakan sumber pula dalam hukum acara perdata.  
Berikut adalah pengertian yurisprudensi yang dikemukakan oleh 
beberapa ahli dalam kepustakaan, antara lain: 
1) Yurisprudensi adalah peradilan yang tetap atau hukum peradilan (Poernadi 
Poerbatjaraka dan Soerjno Soekanto) 
2) Yurisprudensi yaitu ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh 
peradilan (Kamus Foekema Andrea)  
3) Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan 
Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Negeri yang diikuti oleh 
hakim lain dalam memberi keputusan soal yang sama (Kamus Foekema 
Andrea) 
4) Yurisprudensi adalah sumber hukum yang lahir dan berkembang sebagai 
hukum yang hidup dalam praktik peradilan, berasal dari putusan peradilan 
yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang dalam praktik peradilan 
dalam kasus dan masalah yang sama, selalu diikuti oleh badan peradilan 
yang lain (Ida Bagus Ngurah Adhi, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta).18 
 
3. Asas Hukum Acara Perdata 
Asas-asas hukum acara perdata telah diperkenalkan oleh Van Boneval 
Faure (tahun 1873) dalam bukunya “Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht” 
                                               
18  http://repository.umy.ac.id/, Pustaka Peradilan Jilid VIII, Jakarta, Penerbit Proyek 
Pembinaan Teknis Yustisial MARI, 1995, hlm.146-147. Online diakses tanggal 06 Juni 2019, pukul 
10.30 WIB. 
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dimana pada dasa warsa tujuh puluhan menurut pandangan doktrin dikenal istilah 
“algemene beginselen van beheerlijke rechtspaark” ataupun “algemene 
beginselen behoorlijk processrecht” (Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik atau 
Asas-Asas Hukum Acara Yang Baik).19  
Berikut adalah asas-asas hukum acara perdata pada praktik peradilan 
Indonesia: 
a. Hakim Bersifat Menunggu 
Pengajuan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang 
berkepentingan. Berdasarkan Pasal 118 HIR dan 142 RBg yang mengajukan 
tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau 
tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, 
sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan sedangkan hakim 
hanya menunggu datangnya tuntutan hak tersebut diajukan kepadanya (iudex 
ne procedat ex officio). 
Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya 
(kecuali karena hal yang ditentukan undang-undang), sekalipun bahwa hukum 
tidak ada atau hukum kurang jelas (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1970). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan 
karena hakim tahu akan hukumnya (ius curia novit). Jika, hakim tidak dapat 
menemukan hukum tertulis, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1970 maka hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup di dalam masyarakat.  
                                               
19  Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, 
Jakarta: Djambatan, 1999, hlm. 6. 
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Sekalipun asas yang berlaku adalah lex posteori derogat legi priori 
namun, sebagaimana asas mengenal penyimpangan atau pengecualian, maka 
kiranya disinipun penyimpangan itu juga berlaku, sehingga Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak membatalkan Pasal 20 AB 
(hakim harus mengadili menurut undang-undang) tetapi kedua Pasal tersebut 
saling mengisi.  
Hakim dapat menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan 
alasan yang telah ditentukan undang-undang, misalnya yang berhubungan 
dengan kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa dan diputus (ne 
bis in idem). Asas “ne bis in idem” yaitu asas yang berhubungan dengan 
perkara atau masalah yang telah atau pernah diperiksa dan diputus oleh hakim. 
Hakim tidak boleh lagi memeriksa dan memutus untuk kedua-kali mengenai 
perkara yang sudah pernah diperiksa dan diputus. Maksudnya untuk menjaga 
supaya ada kepastian hukum tentang suatu hal yang sudah diputus oleh hakim. 
Alasan yang berhubungan dengan kompetensi tidak begitu mutlak 
sifatnya, karena hakim masih bisa memeriksa perkara itu lebih dulu dengan 
pertimbangan. Hakim juga dapat menolak memeriksa perkara dalam hal 
kompetensi relatif, karena dalam hal menentukan kompetensi relatif, sebelum 
persidangan hakim sudah dapat mengetahui bahwa perkara yang diajukan itu 
tidak termasuk wewenang pengadilan dimana hakim bertugas. Berbeda dengan 
kompetensi absolut dimana hakim bisa mengetahui apakah ia berwenang atau 
tidak memeriksa perkara itu setelah sidang berjalan.  
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b. Hakim Pasif 
Asas hakim bersifat pasif mengandung beberapa makna yaitu sebagai 
berikut:  
1) Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang 
menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau 
mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR/189 
ayat (3) RBg). Intinya ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok 
perkara hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu 
hakim hanya bertindak tolak pada peristiwa yang diajukan para pihak 
(secundum allegat iudicare). 
2) Hakim mengejar kebenaran formal yakni kebenaran yang hanya didasarkan 
kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus 
disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui 
kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lain, maka hakim tidak perlu 
menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar 
atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, dimana hakim dalam 
memeriksa dan mengadili perkara dengan mengejar kebenaran materiil, 
yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut 
undang-undang dan harus ada keyakinan hakim.  
3) Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak 
mengajukan verzet, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.  
Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam artian 
hakim tidak bisa menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu 
perkara, para pihaklah yang dapat menentukan sendiri ruang lingkup atau luas 
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pokok sengketa suatu perkara. Para pihak juga berhak mengakhiri sendiri 
sengketa yang telah diajukannya sendiri dan hakim juga tidak dapat 
menghalang-halangi. Akan tetapi, tidak berarti hakim sama sekali tidak aktif. 
Selaku pemimpin sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, 
menjalankan persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari 
kebenaran dan memberi nasihat kepada kedua belah pihak (Pasal 132 HIR, 
Pasal 156 RBg).  
c. Sifat Terbukanya Persidangan 
Sidang pengadilan pada asasnya terbuka untuk umum, yang berarti 
bahwa setiap orang dapat melihat secara langsung dan hadir di muka 
persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi 
manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas 
peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak 
memihak. Asas ini dijumpai pada Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.  
Putusan akan tidak sah apabila putusan diucapkan dalam sidang yang 
tidak dinyatakan terbuka untuk umum, akibatnya putusan ini tidak mempunyai 
kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan.8 Akan tetapi, tidak 
semua perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan sidang terbuka, 
contohnya dalam perkara perceraian, yang berhubungan dengan susila dan 
pidana anak yang mana dalam persidangannya harus ditutup (Pasal 17 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 29 RO). 
d. Mendengar Kedua Belah Pihak 
Para pihak di dalam hukum acara perdata harus sama-sama 
diperhatikan, berhak atas perlakuan yang adil serta masing-masing diberi 
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kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Bahwa pengadilan menurut 
hukum tidak membeda-bedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 mengandung arti bahwa di dalam 
hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak 
atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi 
kesempatan untuk memberi pendapatnya. 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan 
bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan 
orang. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan 
asas “audi et alteram partem”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh 
menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak 
lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan 
pendapatnya. Pengajuan bukti dalam hal ini juga harus dilakukan di muka 
sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132a, 121 ayat (2) HIR, 
145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv).  
e. Putusan disertai Alasan 
Putusan Hakim menurut Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 
harus disertai dengan alasan, hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban 
hakim dari pada putusannya terhadap pihak yang bersengketa, masyarakat, 
pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hakim, sehingga oleh karenanya 
mempunyai nilai objektif.  
Mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada 
yurisprudensi dan ilmu pegetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi 
tidak berarti bahwa hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan 
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mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah 
Agung, Pengadilan Tinggi, atau yang telah diputus sendiri olehnya. Walaupun 
pada dasarnya kita tidak menganut asas “the binding force of precedent” 
(Pasal 21 AB, 1917 BW, M.A. 25 Okt. 1969 No. 391 K/Sip/1969, J.I.Pen.1/70, 
hlm.49.) kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya 
sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang 
sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum.  
Tetapi sebaliknya hakim dapat meninggalkan yurisprudensi dan lebih 
mengutamakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan sesuai dengan 
perkembangan zaman. Sekalipun kita tidak menganut the binding force of 
precedent tetapi kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang “terikat” atau 
berkiblat pada putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengenai 
perkara yang sejenis, ini bukan karena mengikuti asas the binding force of 
precedent yang dianut oleh Inggris, melainkan terikatnya atau berkiblatnya 
hakim itu karena yakin bahwa putusan yang diikutinya mengenai perkara yang 
sejenis itu meyakinkannya bahwa putusan itu tepat “the persuasive force of 
precedent”. 
f. Beracara dikenakan biaya 
Peradilan perkara perdata pada khususnya dikenakan biaya perkara 
(Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 121 
ayat (4), 182,183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RBg). Biaya 
perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemberitahuan para pihak dan biaya 
materai, jika ada pengacara maka ada tambahan biaya pengacara. Bagi mereka 
yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara, dapat menajukan perkara 
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secara cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari 
pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu 
yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat dimana yang 
bersangkutan bertempat tinggal (Pasal 237 HIR, Pasal 273 RBg). 
g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan 
Pengaturan di dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk 
mewakilkan kepada orang lain tanpa alasan yang tidak sah, sehingga 
pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap para pihak. Akan tetapi 
menurut Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg para pihak dapat dibantu atau 
diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaki. Sebenarnya, hakim dapat 
mengetahui lebih jelas jika para pihak yang berperkara datang secara langsung 
di pengadilan, karena para pihaklah yang tahu akan seluk beluk masalahnya. 
Hal ini akan berbeda lagi kalau menguasakan kepada kuasa, karena tidak 
semua kuasa mengetahui dengan rinci sengketa antara yang berkepentingan.  
Peran wakil atau kuasa di dalam pengadilan tidak selalu bernilai 
negatif, adanya seorang wakil juga mempunyai manfaat bagi orang yang 
belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya 
gugup menghadapi pertanyaan hakim, maka seorang pembantu atau wakil 
akan sangat bermanfaat.  
 
4. Pembagian Hukum Acara Perdata 
Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perdata materil dan hukum 
perdata formil. Hukum perdata materil berkaitan dengan muatan atau materi yang 
diatur dalam hukum perdata itu sendiri, sedangkan hukum perdata formil adalah 
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hukum yang berkaitan dengan proses perdata atau segala ketentuan yang mengatur 
mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum perdata itu sendiri, seperti 
melakukan gugatan di pengadilan. Hukum perdata formil juga dikenal dengan 
sebutan hukum acara perdata.Hukum acara formil memiliki fungsi untuk 
mempertahankan isi hukum acara materil.selain itu hukum perdata formil juga 
memiliki fungsi yaitu untuk mempertahankan hak dan kepentingan seseorang. 
Hukum perdata memberikan perlindungan hukum untuk mencegah 
tindakan main hakim sendiri dan untuk menciptakan suasana yang tertib untuk 
mencapai suasan yang tertib hukum dimana seseorang mempertahankan haknya 
melalui lembaga peradilan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-
wenang. Hukum perdata memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Dalam 
pengertian ini, disebut memaksa karena jika terjadi suatu proses acar perdata 
dipengadilan maka ketentuan tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati oleh 
para pihak (kalau tidak ditaati berakibat merugikan bagi pihak yang berperkara). 
Sedangkan bersifat mengatur, maksudnya semua tindakan dan perbuatan diatur 
didalam hukum, termasuk mengenai sanksi-sanksinya, dan dijadikan sebagai alat 
untuk menundukkan masyarakat.  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah hukum 
perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang 
berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya 
berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa 
Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW. 
Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-
Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda dinyatakan berlaku sebelum 
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digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar. BW 
Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia. KUH Perdata terdiri 
atas empat 4 bagian, yaitu: 
a. Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht, Membahas tentang: 
Bab I  Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan 
Bab II  Tentang akta-akta catatan sipil 
Bab III  Tentang tempat tinggal atau domisili 
Bab IV  Tentang perkawinan 
Bab V  Tentang hak dan kewajiban suami-istri 
Bab V I  Tentang harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya 
Bab VII Tentang perjanjian kawin 
Bab VIII  Tentang gabungan harta-bersama atau perjanjian kawin pada 
perkawinan kedua atau selanjutnya 
Bab IX  Tentang pemisahan harta-benda 
Bab X  Tentang pembubaran perkawinan 
Bab XI  Tentang pisah meja dan ranjang 
Bab XII  Tentang keayahan dan asal keturunan anak-anak 
Bab XIII  Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda 
Bab XIV  Tentang kekuasaan orang tua 
Bab XIVA Tentang penentuan, perubaran dan pencabutan tunjangan nafkah 
Bab XV  Tentang kebelumdewasaan dan perwalian 
Bab XVI  Tentang pendewasaan 
Bab XVII  Tentang pengampuan 
Bab XVIII Tentang ketidakhadiran 
b. Buku 2 tentang Benda, Membahas tentang: 
Bab I  Tentang barang dan pembagiannya 
Bab II Tentang besit dan hak-hak yang timbul karenanya 
Bab III  Tentang hak milik 
Bab IV  Tentang hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang 
bertetangga 
Bab V  Tentang kerja rodi 
Bab VI  Tentang pengabdian pekarangan 
Bab VII  Tentang hak numpang karang 
Bab VIII  Tentang hak guna usaha (erfpacht) 
Bab IX  Tentang bunga tanah dan sepersepuluhan 
Bab X  Tentang hak pakai hasil 
Bab XI  Tentang hak pakai dan hak mendiami 
Bab XII  Tentang pewarisan karena kematian 
Bab XIII  Tentang surat wasiat 
Bab XIV  Tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan 
Bab XV  Tentang hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta 
peninggalan 
Bab XVI  Tentang hal menerima dan menolak warisan 
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Bab XVII  Tentang pemisahan harta peninggalan 
Bab XVIII  Tentang harta peninggalan yang tak terurus 
Bab XIX  Tentang piutang dengan hak didahulukan 
Bab XX  Tentang gadai 
Bab XXI  Tentang hipotek 
c. Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht, Membahas tentang: 
Bab I  Tentang perikatan pada umumnya 
Bab II  Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan 
Bab III  Tentang perikatan yang lahir karena undang-undang 
Bab IV  Tentang hapusnya perikatan 
Bab V  Tentang jual-beli 
Bab VI  Tentang tukar-menukar 
Bab VII  Tentang sewa-menyewa 
Bab VIIA  Tentang perjanjian kerja 
Bab VIII  Tentang perseroan perdata (persekutuan perdata) 
Bab IX  Tentang badan hukum 
Bab X  Tentang penghibahan 
Bab XI  Tentang penitipan barang 
Bab XII  Tentang pinjam-pakai 
Bab XIII  Tentang pinjam pakai habis (verbruiklening) 
Bab XIV  Tentang bunga tetap atau bunga abadi 
Bab XV  Tentang persetujuan untung-untungan 
Bab XVI  Tentang pemberian kuasa 
Bab XVII  Tentang penanggung 
Bab XVIII  Tentang perdamaian 
d. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian/Verjaring en Bewijs, Membahas: 
Bab I  Tentang pembuktian pada umumnya 
Bab II  Tentang pembuktian dengan tulisan 
Bab III  Tentang pembuktian dengan saksi-saksi 
Bab IV  Tentang persangkaan 
Bab V  Tentang pengakuan 
Bab VI  Tentang sumpah di hadapan hakim 
Bab VII  Tentang kedaluwarsa pada umumnya.20 
Hukum perdata merupakan hukum yang menangani kasus perindividu/ 
perorangan, kebalikan dari hukum pidana. Hukum perdata menangani masalah-
masalah yang lebih bersifat privat seperti hukum keluarga, hukum harta kekayaan, 
hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris. Tujuan Hukum perdata adalah 
                                               
20  http://repository.umy.ac.id/, Pustaka Peradilan Jilid VIII, Jakarta, Penerbit Proyek 
Pembinaan Teknis Yustisial MARI, 1995, hlm.146-147. Online diakses tanggal 06 Juni 2019, pukul 
10.30 WIB. 
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untuk menyelesaikan konflik antar individu berdasarkan hukum yang berjalan 
yang bertujuan pada satu titik yaitu perdamaian. Dalam ekonomi sendiri, hukum 
perdata sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berkaitan 
dengan materi.Misalnya pemindahan kepemilikan usaha dari satu pihak kepihak 
lain. Sering kali terjadi kesenjangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, 
misalnya salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati. 
Maka, disinilah diperlukan peranan hukum perdata. KUH Perdata di bagi menjadi 
empat bagian, dimana disetiap bagian dipecah lagi menjadi beberapa bab dengan 
masing-masing pembahasan. 
 
B. Pembuktian dalam Perkara Perdata 
1. Pengertian Pembuktian 
Hakim dalam mengambil suatu keputusan akhir memerlukan adanya 
bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan-bahan mengenai fakta-
fakta tersebut dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. 
Pembuktian dalam ilmu hukum yang pembuktiannya tidak secara mutlak dan tidak 
logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena terdapat unsur 
ketidakpastian. Jadi pembuktian secara mutlak adalah pembuktian yang 
kebenarannya relatif. Pembuktian di dalam ilmu hukum hanya ada apabila terjadi 
bentrokan antar pihak yang bersengketa karena menyangkal suatu hak dan atau 
meneguhkan haknya mengenai kepentingan perdata yang semata-mata 
penyelesaiannya merupakan wewenang pengadilan.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah suatu proses, 
cara perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa 
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dalam sidang pengadilan.21 Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah 
menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan 
kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan didepan persidangan.22 
Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa 
dimuka pengadilan ataupun dalam perkara-perkara permohonan yang 
menghasilkan suatu penetapan (jurdicto voluntair). 
Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa 
pengertian, yaitu: 
a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, 
karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinan adanya bukti lawan. 
b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan 
kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai 
tingkatan-tingkatan sebagai berikut: 
1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif 
dan disebut conviction intime. 
2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut 
conviction raisonee. 
3) Membuktikan dalam arti yuridis (hukum acara perdata), tidak lain berarti 
memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara 
guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.23 
                                               
21  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, 2009, hlm. 172. 
22  Syahrani, Ridwan, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004, hlm. 83. 
23  Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002,         
hlm. 127. 
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Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 
kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 
kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan 
“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu 
perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, 
haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” 
Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa 
di muka pengadilan (juridicto contentiosa) maupun dalam perkara-perkara 
permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (juridicto voluntair). Dalam 
suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah 
suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. 
Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat 
menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil 
untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya 
tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan 
dikabulkan.  
Jadi dapat penulis simpulkan, definisi pembuktian yaitu keseluruhan aturan 
tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya 
dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran dari suatu peristiwa melalui putusan 
atau penetapan hakim. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk 
menyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh 
para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang. 
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2. Prinsip Hukum Pembuktian  
Prinsip hukum pembuktian merupakan landasan penerapan pembuktian. 
Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan 
prinsip yang sudah ditentukan. Prinsip-prinsip hukum pembuktian secara umum 
meliputi: 
a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil 
Proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim 
cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Pada dasarnya tidak dilarang 
pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi 
bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan oleh hukum untuk 
mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.24 Para pihak yang 
berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan 
kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim 
untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata 
pihak yang bersangkutan.  
Menurut Yahya Harahap dalam mencari kebenaran formil, perlu 
diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para 
pihak yang berperkara,25 yaitu sebagai berikut: 
1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif 
Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang 
mengenai  hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Oleh karena  
                                               
24  Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, 
dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 498. 
25  Ibid., hlm. 499. 
  
33 
itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas 
pada: a) Mencari dan menemukan kebenaran formil, dan b) Kebenaran itu 
diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh 
para pihak selama proses persidangan berlangsung. 
Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa 
apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat 
tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka 
hakim harus menyingkirkan keyakinan tersebut dengan menolak kebenaran 
dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan. 
2) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta 
Hakim tidak dibenarkan dalam mengambil putusan tanpa adanya 
pembuktian. Haki dalam menolak atau mengabulkan gugatan harus 
berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan 
para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan 
fakta-fakta dan pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta 
yang mendukungnya. Fakta-fakta yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a) Fakta yang dinilai, diperhitungkan dan terbatas yang diajukan dalam 
persidangan. Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan 
bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut 
diserahkan kepada hakim. Sedangkan bahan atau alat bukti yang dinilai 
membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta 
langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat 
bukti yang disampaikan dipersidangan tidak mampu membenarkan 
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fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak 
bernilai sebagai alat bukti. 
b) Fakta yang terungkap di luar persidangan. Di atas telah dijelaskan 
bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan dipersidangan yang boleh 
dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil 
putusan. Artinya bahwa fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan 
hanya yang disampaikan para pihak kepada hakim dalam persidangan. 
Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan untuk menilai dan 
memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang 
berperkara. Contohnya, fakta yang ditemukan hakim dalam majalah 
atau surat kabar adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, 
bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk 
membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Banyak 
fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan 
diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak 
dapat dinilai dalam mengambil keputusan.26 Fakta yang demikian 
disebut out of court sehingga fakta tersebut tidak dapat dijadikan dasar 
untuk mencari dan menemukan kebenaran. 
b. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara 
Pada Prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu 
phak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok 
perkara. Apabila  tergugat  mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok  
                                               
26  Ibid., hlm. 500-501. 
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yang didalilkan penggugat, maka perkara yang disengketakan dianggap telah 
selesai.27 Karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan 
hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. 
Begitu juga sebaliknya, jika penggugat membenarkan dan mengakui 
dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan 
dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. 
Meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan 
dengan kebenaran maka hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta 
dan kebenaran. Maka, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan 
pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.  
Agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu 
dijelaskan lebih lanjut beberapa patokan antara lain sebagai berikut: 
1) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat. Pengakuan yang berbobot 
mengakhiri perkara, apabila: 
a) Pengakuan diberikan secara tegas (expressis verbis). Pengakuan yang 
diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan 
didepan persidangan. 
b) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat. Pengakuan tersebut 
bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok 
perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat 
atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara. 
Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditunjukan 
                                               
27  Ibid., hlm. 505. 
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terhadap materi pokok perkara maka tidak dapat dijadikan dasar 
mengakhiri pemeriksaan perkara. 
2) Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri. Apabila tergugat tidak 
mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri saja maka 
peristiwa tersebut tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau bukti 
pengakuan tanpa syarat. Oleh Karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat 
dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat, karena kategori yang 
demikaian harus dinyatakan secara tegas barulah sah untuk dijadikan 
sebagai pengakuan yang murni tanpa syarat. Sedangkan dalam keadaan 
diam, tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui, sehingga belum tuntas 
penyelesaian mengenai pokok perkara. Oleh karena itu dinyatakan tidak 
sah untuk menjadikannya dasar mengakhiri perkara. 
3) Menyangkal tanpa alasan yang cukup. Dalam hal ini diajukan sangkalan 
atau bantahan tetapi tidak didukung denggan dasar alasan (opposition 
without basic reasons) dapat dikonstruksikan dan dianggap sebagai 
pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan 
pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan 
demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri. Akan tetapi 
perkembangan praktik memperlihatkan kecendrungan yang lebih bersifat 
lentur, yang memberi hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada 
yang mengajukan sangkalan tanpa alasan (opposition without reasons) 
untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan 
selanjutnya. Dalam hal ini merupakan hak sehingga hakim wajib memberi 
kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan 
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memperbaikinya. Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas 
dipersidangan, maka pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat 
(binding) kepada para pihak.28 Oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali 
(irrevocable) dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai 
dengan ketentuan pasal 1926 KUH Perdata. 
 
3. Asas-asas Hukum Pembuktian 
Hakim mempunyai kebebasan dalam menilai pembuktian terhadap alat 
bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang 
bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh 
terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.29 Suatu sistem hukum 
merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan 
lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum 
adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, diatasnya 
tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan 
dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.30 
Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah 
bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam 
undang-undang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman 
saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, 
mempunyai  kekuatan  mengikat  sebagai  undang-undang  sehingga  hakim  wajib 
                                               
28  Ibid., hlm. 507. 
29  Fakhriah, Efa Laela, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Bandung: 
Alumni, 2013, hlm. 40. 
30  J.H.P. Bellefroid dalam buku Fakhriah, Efa Laila, Op Cit., hlm. 44. 
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untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus 
nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.31 Asas-asas dalam Hukum 
Pembuktian adalah sebagai berikut: 
a. Asas ius curia novit. Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku 
juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak 
harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui 
dan diterapkan oleh hakim. 
b. Asas audi et altera partem. Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang 
bersengketa harus diperlakukan sama (equal justice under law). Kedudukan 
prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim 
harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para 
pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi 
para pihak haruslah sama. 
c. Asas actor sequitur forum rei. Gugatan harus diajukan pada pengadilan di 
mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas 
presumption of innocence yang dikenal dalam hukum pidana. 
d. Asas affirmandi incumbit probation. Asas ini mengandung arti bahwa siapa 
yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya. 
e. Asas acta publica probant sese ipsa. Asas ini berkaitan dengan pembuktian 
suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta 
otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau 
dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban 
                                               
31  Ibid., hlm. 44. 
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pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta 
tersebut.32 
f. Asas testimonium de auditu. Merupakan asas dalam pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi 
peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri 
melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada 
umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena 
keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga 
tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan 
(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/ 
1971, menentukan: keterangan saksi de auditu bukan merupakan alat bukti). 
g. Asas unus testis nullus testis. Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya 
bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu 
peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa 
keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap 
sebagai pembuktian yang cukup (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 
K/Sip/1973, menentukan: Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti 
lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian). 
 
C. Perbuatan Melawan Hukum  
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum  
Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum 
Romawi, yaitu teori tentang culpa dari Lex Aquilla, kemudian terjadi proses 
                                               
32  Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 153. 
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generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan 
hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (catch all), berupa 
perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan 
orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian 
tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan 
diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, 
yang rumusan seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata 
Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata 
Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi 
perkembangan teori perbuatan melawan hukum (tort) versi hukum Anglo Saxon.33 
Menurut sistem Common Law sampai dengan penghujung abad ke-19, 
perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang 
berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari writ (model gugatan yang 
baku) yang tidak terhubung satu sama lain.34 Penggunaan writ ini kemudian 
lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem writ di Amerika 
Serikat, maka perbuatan melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang 
hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, suatu 
perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian:  
a. Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan) 
b. Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan)  
c. Perbuatan tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak).35 
                                               
33  Fuady, Munir (I), Perbandingan Hukum Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005,            
hlm. 80. 
34  Ibid., hlm. 81. 
35  Ibid., hlm. 3. 
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Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan 
melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh 
seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu 
hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu : 
a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan 
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun 
kelalaian) 
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.36 
Jadi tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang 
sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah 
terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas 
adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai 
hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang 
atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang 
mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya. Selanjutnya agar pelanggaran 
hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat 
dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Karena 
adakalanya pelanggaran hukum itu tidak harus membawa kerugian kepada orang 
lain, seperti halnya seorang pelajar atau mahasiswa tersebut dapat dikatakan telah 
melakukan perbuatan melawan hukum? padahal hal tersebut ada peraturan yang 
dibuat oleh sekolah atau universitas masing-masing.  
                                               
36  Fuady, Munir (II), Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3. 
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Jadi antara kalimat "tiap perbuatan melanggar hukum", tidak dapat 
dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan 
pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas. Dalam arti sempit, perbuatan 
melawan hukum diartikan bahwa "orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang 
lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya 
sendiri".37 
Adanya arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, 
maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu hal berbuat atau 
tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan 
dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah 
merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan 
kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas 
masyarakat terhadap diri atau benda orang lain).38 
Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan 
pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan 
bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi 
perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri 
atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat 
dan lain-lain. 
                                               
37  Volmar, H.F.A., Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), 
Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm.184. 
38  Ibid., hlm.185. 
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Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum 
dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUH Perdata, dalam arti pengertian 
tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua Pasal tersebut. Sedangkan 
pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan 
penggabungan dari kedua Pasal tersebut. Lebih jelasnya pendapat tersebut adalah 
perbuatan dalam arti "perbuatan melawan hukum" meliputi perbuatan positif, yang 
dalam bahasa asli bahasa Belanda "daad" (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, 
yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "nataligheid" (kelalaian) atau 
"onvoorzigtgheid" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH. 
Perdata.39 
Pasal 1365 KUH Perdata untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, 
sedangkan dalam Pasal 1366 KUH Perdata itu untuk orang yang tidak berbuat. 
Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu 
mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUH Perdata dan 
perbuatan negatif Pasal 1366 KUH Perdata hanya mempunyai arti sebelum ada 
putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu 
pengertian melawan hukum (onrechtmatig) itu masih sempit. Setelah putusan 
Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah 
menjadi lebih luas, yaitu mencakup juga perbuatan negatif. Ketentuan Pasal 1366 
KUH Perdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata. 
Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik yang 
secara  etimologi, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, keputusan Mahkamah  
                                               
39  Abdulkadir, Muhammad., Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 142. 
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Agung Belanda dengan arrest tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana 
hukum, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai 
maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-
tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan 
dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada 
aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.40 
 
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum 
Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah 
melakukan perbuatan melawan hukum ialah: 
a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig). 
b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. 
c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian). 
d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.41 
Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Suryatin, 
yang mengatakan bahwa Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus 
dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar 
hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. 
Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan 
akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak 
yang berbuat.42 
                                               
40  Ibid., hlm. 144. 
41  Ibid., hlm. 24. 
42  Suryatin, R., Hukum Perikatan, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 82. 
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Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu 
adalah sebagai berikut: 
a. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang. 
b. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat 
harus ada sebab musabab.  
c. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.43 
Dibandingkan kedua unsur-unsur tersebut di atas, jelas terlihat 
perbedaannya, dimana menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur 
perbuatan melawan hukum yang dikemukakannya lebih luas, jika dibandingkan 
dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh R. 
Suryatin. Kalau perbuatan yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad lebih luas, 
yaitu terhadap hukum yang termasuk di dalamnya Undang-Undang. Sedangkan 
perbuatan yang dikemukakan R. Suryatin, hanya terhadap Undang-undang saja. 
Kemudian antara perbuatan dan akibat terdapat hubungan kausal (sebab musabab), 
menurut Abdulkadir Muhammad merupakan salah satu unsur, sedangkan menurut 
R. Suryatin digabungkan dengan unsur perbuatan itu menimbulkan kerugian. 
Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan 
melawan hukum yaitu: a. Perbuatan itu harus melawan hukum, b. Perbuatan itu 
harus menimbulkan kerugian, c. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan, 
dan d. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.44 Adapun penjelasan 
dari masing-masing unsur sebagai berikut: 
 
                                               
43  Ibid., hlm. 83. 
44  Prodjodikoro R. Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Sumur, 2003, hlm. 72. 
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a. Perbuatan itu harus melawan hukum 
Prinsipnya tentang unsur yang pertama ini telah dikemukakan di dalam 
sub bab di atas, yaitu di dalam syarat-syarat perbuatan melawan hukum. Dalam 
unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu "perbuatan" dan 
"melawan hukum". Namun keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang 
lainnya. Keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara 
penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu 
dengan kata lain "melawan hukum" merupakan kata sifat, sedangkan 
"perbuatan" merupakan kata kerja. Sehingga dengan adanya suatu "perbuatan" 
yang sifatnya "melawan hukum", maka terciptalah kalimat yang menyatakan 
"perbuatan melawan hukum". 
Kemudian dengan cara penafsiran hukum. Cara penafsiran hukum ini 
terhadap kedua pengertian tersebut, yaitu "perbuatan", untuk jelasnya telah 
diuraikan di dalam sub bab di atas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti 
luas. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi 
hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya 
melanggar hukum/undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum 
adanya arrest Hoge Raad Tahun 1919. Sedangkan dalam arti luas, telah 
meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat 
terhadap diri dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah 
pada waktu arrest Hoge Raad Tahun 1919 digunakan. 
b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. 
Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, Undang-undang 
tidak hanya menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian 
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itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu 
materiil dan imateriil. “Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil dan 
kerugian inmateril, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada 
ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan 
melawan hukum”.45 
Pernyataan di atas, mengisyaratkan bagaimana caranya untuk 
menentukan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum 
tersebut. Karena undang-undang sendiri tidak ada menentukan tentang 
ukurannya dan apa saja yang termasuk kerugian tersebut. Undang-undang 
hanya menentukan sifatnya, yaitu materil dan inmateril. Termasuk kerugian 
yang bersifat materil dan inmateril ini adalah: 
1) Materil, maksudnya bersifat kebendaan (zakelijk). Contohnya kerugian 
karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, 
keluarnya ongkos barang dan sebagainya.  
2) Immateril, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya dirugikan 
nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, 
membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak 
segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya 
langganan dalam perdagangan.46 
Mencermati pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah 
memenuhi ukuran dari kerugian yang diisebabkan oleh perbuatan melawan 
hukum. Hal ini dapat saja terjadi, karena undang-undang itu sendiri tidak ada 
                                               
45  Abdulkadir, Muhammad., Op.Cit., hlm. 148. 
46  Abdulhay, Marheinis, Hukum Perdata, Jakarta: Pembinaan UPN, 2006, hlm. 83. 
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mengaturnya. Namun demikian bukan berarti orang yang dirugikan tersebut 
dapat menuntut kerugian orang lain tersebut sesuka hatinya. Karena ada 
pendapat yang mengatakan Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, 
bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, ketentuannya 
sama dengan ketentuan yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian 
(Pasal 1246-1248), walaupun ketentuan tersebut tidak dapat langsung 
diterapkan. Akan tetapi jika penerapan itu dilakukan secara analogis, masih 
dapat diperkenankan.47 
Praktek hukumnya, pernyataan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, 
bahwa secara umum pihak yang dirugikan selalu mendapat ganti kerugian dari 
si pembuat perbuatan melawan hukum, tidak hanya kerugian yang nyata saja, 
tetapi keuntungan yang seharusnya diperoleh juga diterimanya. Dengan 
demikian, kerugian yang dimaksud pada unsur kedua ini, dalam prakteknya 
dapat diterapkan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam 
perjanjian. Walaupun penerapan ini hanya bersifat analogi. Namun tidak 
menutup kemungkinan terlaksananya penerapan ketentuan tersebut terhadap 
perbuatan melawan hukum. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan lebih 
lanjut dari Undang-undang tentang hal tersebut, sehingga masalah ini dapat 
merupakan salah satu masalah pengembangan hukum perdata, untuk diteliti. 
c. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan. 
Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai 
melakukan suatu perbuatan atau  yang perbuatan itu melawan hukum (onrecht 
                                               
47  Prodjodikoro, R. Wirjono, Op Cit., hlm. 85. 
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matigedaad). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika 
terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu 
perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya 
dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-
hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya 
manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan 
seharusnya dilakukan/tidak di lakukan.48 
Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu 
adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. 
Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira 
atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang 
dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan 
atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. 
Pendapat di atas dapat dimaklumi, karena sifat dari hukum adalah mengatur, 
yang berarti ada larangan dan ada suruhan. jika seseorang melakukan suatu 
perbuatan, perbuatan mana dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut 
dinyatakan telah bersalah. Kemudian jika seseorang tidak melakukan 
perbuatan, sementara perbuatan itu merupakan perintah yang harus dilakukan, 
maka orang tersebut dapat dikatakan telah bersalah. Inilah pengertian 
kesalahan dari maksud pernyataan di atas.  
Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "kesalahan itu dapat 
terjadi, karena: disengaja dan tidak disengaja".49 Tentunya yang dimaksud 
                                               
48  Abdulkadir, Muhammad., Op Cit., hlm. 147. 
49  Abdulhay, Marheinis, Op Cit., hlm. 84. 
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dengan disengaja dan tidak disengaja dalam pernyataan di atas adalah dalam 
hal perbuatan. Apakah perbuatan itu disengaja atau perbuatan itu tidak 
disengaja. Tentang disengaja dan tidak disengaja berarti kesalahan itu dapat 
terjadi dan dilakukan akibat dari suatu kelalaian. Jika kelalaian dapat dianggap 
suatu unsur dari kesalahan, maka menurut pandangan hukum, kodrat manusia 
sebagai makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, 
merupakan satu pedoman dasar di dalam menentukan bahwa perbuatan itu 
termasuk ke dalam suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat 
dipungkiri lagi. 
Kenyataannya, kenapa masih banyak orang yang telah melakukan 
perbuatan melawan hukum, dapat menghindari dirinya dari tuduhan dan 
gugatan tersebut dalam arti mengingkari perbuatan melawan hukum yang 
ditunjukkan kepadanya. Perbuatan yang memang disengaja, berarti sudah ada 
niat dari pelakunya atau si pembuat. Tetapi jika perbuatan itu tidak disengaja 
untuk dilakukan, dalam arti unsur kesilapan. 
d. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal. 
Pasal 1365 KUH. Perdata, hubungan kausal ini dapat terlihat dari 
kalimat perbuatan yang karena kesalahaannya menimbulkan kerugian. 
Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugiaan itu 
merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah 
kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauhmanakah hal ini dapat 
dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat 
hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa 
setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Apakah pendapat 
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tersebut tidak bertentangan dengan hukum alam, yang menyatakan bahwa 
terjadinya alam ini, mengalami beberapa proses yang disebabkan oleh 
beberapa faktor yang saling berkaitan. 
Kemudian menurut pendapat sarjana sosiologi, timbulnya hukum di 
dalam masyarakat hukum hanya disebabkan adanya faktor persaingan hidup 
dalam masyarakat itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh disebabkannya adanya 
faktor kehidupan lainnya, seperti faktor biologis, faktor kejiwaan, faktor 
keamanan dan faktor-faktor kebendaan lainnya. Tujuannya untuk mengatur 
dan melindungi serta mengayomi hidup dan kehidupannya, baik secara 
individu maupun secara kelompok dalam masyarakat.50 
Jadi, mencermati uraian di atas, hubungan kausalitas tersebut terdiri 
dari beberapa sebab yang merupakan peristiwa, sehingga kerugian bukan 
hanya disebabkan adanya perbuatan, tetapi terdiri dari beberapa syarat dari 
perbuatan. Hal ini sesuai dengan pendapat atau teori yang dikemukakan oleh 
Von Buri, yaitu harus dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan 
adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. Karena 
dengan hilangnya salah satu syarat tersebut, akibatnya tidak akan terjadi dan 
oleh sebab tiap-tiap syarat-syarat tersebut conditio sine qua non untuk 
timbulnya akibat, maka setiap syarat dengan sendirinya dapat dinamakan 
sebab.51 
Hubungan kausalitas yang merupakan salah satu unsur dari perbuatan 
melawan hukum dapat dikatakan bahwa kerugian itu timbul disebabkan 
                                               
50  Ibid., hlm. 85. 
51  Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bandung: Bina Cipta, 2007, hlm. 87. 
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adanya perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Marheinis Abdulhay 
menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah dari 
pengertian Pasal 1365 KUH. Perdata tersebut dapat ditarik beberapa unsur 
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yaitu: 
1) Perbuatan. 
2) Melanggar. 
3) Kesalahan.  
4) Kerugian.52 
Pernyataan di atas dapat diperhatikan dan jika dibandingkan dengan 
pembagian unsur-unsur yang telah dikemukakan terdahulu, perbedaan-
perbedaan unsur-unsur tersebut sangat jelas terlihat. Hubungan kausalitas atau 
sebab musabab yang termasuk salah satu unsur atau bagian dari salah satu 
unsur perbuatan yang mengakibatkan kerugian, menurut pendapat para sarjana 
terdahulu. Sementara menurut Marheinis Abdulhay, hubungan kausalitas atau 
sebab musabab ini bukan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan 
hukum.53 
Tidak termasuknya hubungan kausalitas tersebut ke dalam unsur-unsur 
perbuatan melawan hukum disebabkan tidak terdapatnya hubungan kausalitas 
tersebut di dalam pengertian Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga sarjana 
tersebut hanya melihat hal-hal yang jelas dan nyata saja dari bunyi Pasal 
tersebut, dalam arti ia hanya melihat hal-hal yang tersurat. Sedangkan 
                                               
52  Abdulhay, Marheinis, Op Cit., hlm. 82. 
53  Ibid., hlm. 83. 
  
53 
hubungan kausalitas menurut pendapat sarjana yang lain, itu merupakan hal 
yang tersirat. Sehingga tidak perlu disebutkan sebagai salah satu unsur. 
Selain itu, kelihatannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang 
dikemukakan oleh Marheinis Abdulhay ini jelas sederhana jika dibandingkan 
dengan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh sarjana yang lain. Namun 
demikian secara kenyataannya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang 
dikemukakan oleh para sarjana di atas mempunyai maksud dan tujuan yang 
sama, yaitu memberi penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari 
suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain, unsur manapun yang 
digunakan dan ditetapkan, tujuannya tetap menerangkan bahwa perbuatan itu 
merupakan perbuatan melawan hukum.54 
 
D. Tinjauan Umum Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah  
Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang 
disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah 
dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu 
tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi 
disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar hak menguasai dari 
Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam 
hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain 
serta badan-badan hukum.55 
                                               
54  Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 42. 
55  Santoso, Urip, Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2007, hlm. 10. 
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Pengertian peralihan hak atas tanah adalah beralihnya atau berpindahnya 
hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilik semula 
kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu. 
Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah 
kepada pihak lain untuk selama-lamanya (dalam hal ini subjek hukumnya 
memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah).56 
Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan 
perbuatan hukum pemindahan hak, yakni akan diterangkan sebagai berikut: 
1. Pewarisan tanpa wasiat. Menurut hukum perdata, jika pemegang sesuatu hak 
atas tanah meninggal, maka hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli 
warisnya. 
2. Pemindahan hak. Berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karena pewarisan 
tanpa wasiat yang terjadi karena peristiwa hukum dengan meninggalnya 
pemegang hak, dalam perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas tanah yang 
bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya 
dapat berupa: 
a. Pewarisan dari ayah atau ibu kepada anak atau dari kakek-nenek kepada 
cucu atau dari adik kepada kakak atau sebaliknya kakak kepada adiknya 
dan lain sebagainya. 
b. Hibah yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain. 
c. Jual beli yaitu tanah tersebut dijual kepada pihak lain. Acara jual beli 
banyak tergantung dari status subjek yang ingin menguasai tanah dan 
                                               
56  Sihombing, Irene Eka, Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan, Jakarta: Universitas Trisakti, 2005, hlm. 56. 
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status tanah yang tersedia misalnya apabila yang memerlukan tanah 
merupakan suatu Badan Hukum Indonesia sedangkan tanah yang tersedia 
berstatus Hak Milik maka secara acara Jual Beli tidak bisa dilaksanakan 
karena akan mengakibatkan jual belinya batal demi hukum, karena Badan 
Hukum Indonesia tidak dapat menguasai tanah Hak Milik. Namun 
kenyataannya dalam praktek, cara peralihan hak dengan jual beli adalah 
yang paling banyak ditempuh. 
d. Tukar menukar antara bidang tanah yang satu dengan bidang tanah yang 
lain, dalam tukar menukar ini bisa ada unsur uang dengan suatu 
pembayaran yang merupakan kompensasi kelebihan atas nilai/harga tanah 
yang satu dengan yang lainnya, bisa juga tanpa ada unsur uang karena nilai 
tanah yang satu dengan yang lainnya sama. 
e. Pembagian hak bersama bisa terjadi karena hak yang ada terdaftar atas 
nama beberapa orang sehingga untuk lebih memperoleh kepastian hukum, 
para pihak melakukan pembagian atas bidang tanah yang mereka miliki 
bersama-sama. 
f. Pemasukan dalam perseroan yang menyebabkan hak atas tanahnya berubah 
menjadi atas nama perseroan dimana seseorang tersebut menyerahkan 
tanahnya sebagai setoran modal dalam perseroan tersebut. 
g. Pelepasan hak, dilakukan karena calon pemegang hak yang akan menerima 
peralihan hak atas tanah tersebut adalah bukan orang atau pihak yang 
merupakan subjek hukum yang dapat menerima peralihan hak atas tanah 
yang akan dialihkan tersebut, sebagai contoh, tanah yang akan dialihkan 
kepad suatu Badan Hukum Indonesia adalah tanah dengan status hak milik, 
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ini tidak bisa dilakukan karena Badan Hukum Indonesia bukanlah subjek 
hukum yang dapat menerima peralihan hak atas tanah dengan status hak 
milik. 
h. Lelang, umumnya dilakukan jika tanah yang akan dialihkan tersebut susah 
untuk menemukan calon pembeli atau tanah tersebut merupakan jaminan 
pada bank yang sudah dieksekusi lalu mau dijual.  
i. Peralihan karena penggabungan atau peleburan perseroan yang 
menyebabkan ikut beralihnya hak atas tanah yang merupakan asset 
perseroan yang diambil alih tersebut. 
Jual beli, tukar menukar, hibah, dan pemasukan dalam perusahaan, 
demikian juga pelaksanaan hibah wasiat, dilakukan oleh para pihak di hadapan 
PPAT, yang bertugas untuk membuat aktanya, dengan demikian perbuatan hukum 
yang bersangkutan di hadapan PPAT terpenuhi. Peraturan Pemerintah tentang 
Pendaftaran Tanah, PP Nomor 24 tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 
3696, Pasal 3 menjelaskan untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan 
lebih luas daya pembuktiannya, pemindahan haknya didaftarkan pada Kantor 
Pertanahan setempat, letak tanah tersebut berada, dengan tujuan: 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak yang terdaftar haknya, agar dengan mudah dapat membuktikan 
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah tertentu dan Satuan Rumah Susun yang terdaftar. 
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3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Peralihan hak atas 
tanah dapat hapus dikarenakan sebagai berikut: 
a. Berakhirnya jangka waktu yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan 
dalam sertifikat haknya menjadi hapus. 
b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang karena tidak dipenuhinya oleh 
pemegang hak yang bersangkutan kewajiban-kewajiban tertentu atau 
dilanggarnya suatu larangan, tidak dipenuhinya syarat-syarat atas 
kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian pemberian 
pemegang hak dan putusan pengadilan. 
c. Bila subjek hak tidak lagi memenuhi syarat atau tidak dipenuhinya suatu 
kewajiban dalam waktu satu tahun pemindahan / peralihan hak milik atas 
tanah tidak dilepaskan atau tidak dialihkan, maka hapus karena hukum. 
d. Dilepaskan atau diserahkan dengan sukarela oleh pemegang haknya. 
e. Pencabutan haknya. 
f. Tanah yang bersangkutan musnah, karena proses alamiah ataupun bencana 
alam. 
g. Tanahnya diterlantarkan. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena 
hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat 
bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak beperkara yang digunakan hakim 
sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang beperkara, alat 
bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang 
pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti 
adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.57 
A. Penggunaan Alat-Alat Bukti pada Perkara Perdata dalam Putusan Nomor 
23/Pdt.G/2018/PN Bbs 
Bukti merupakan sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil 
atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang 
dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: 
bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.58 Pendapat serupa 
juga disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, Andi Hamzah yang memberikan 
batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti dan alat bukti bahwa bukti 
adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. 
Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk 
dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang 
                                               
57  Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25. 
58  Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 17.. 
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pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan 
petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.59  
Pada acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang 
berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan 
berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yaitu 
sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan 1866 KUH Perdata. Di 
luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk 
mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu 
pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 
RBg dan keterangan ahli (expertise) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg. 
Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai evidence, adalah 
informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam 
suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul A 
Textbook of Jurisprudence, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo 
menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. 
Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang 
dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat bukti surat 
atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa 
barang selain dokumen.60  
Freddy Haris membagi alat-alat bukti dalam sistem hukum pembuktian 
menjadi: 
 
 
                                               
59  Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 99. 
60  Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 120. 
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a. Oral Evidence 
1) perdata (keterangan saksi, pengakuan sumpah); 
2) pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa). 
b. Documentary Evidence 
1) perdata (surat dan persangkaan); 
2) pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang 
yang merupakan hasil tindak pidana). 
c. Electronic Evidence 
1) konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan 
elektronik; 
2) konsep tersebut terutama berkembang di Negara-negara common law; 
Electronic Evidence pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi 
memperluas cakupan alat bukti documentary evidence.61 
Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUH 
Perdata, adalah sebagai berikut: 
a. Bukti dengan tulisan; 
b. Bukti dengan saksi; 
c. Bukti dengan persangkaan; 
d. Bukti dengan Pengakuan; 
e. Bukti dengan Sumpah.62 
                                               
61  Haris, Freddy, Cybercrime Dari Perspektif Akademis, 2008, www.gipi.or.id, Online: 
diakses tanggal 06 Juni 2019, pukul 11.30 WIB. 
62  Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, 
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Apabila diperbandingkan dengan Pasal 164 HIR/284 RBg, maka alat bukti 
dalam perkara perdata adalah sebagai berikut: 
a. Bukti dengan tulisan; 
b. Bukti dengan saksi; 
c. Bukti dengan persangkaan; 
d. Bukti dengan sumpah. 
Berikut ini akan diulas mengenai alat bukti yang telah dikenal dalam 
HIR/RBg dan KUH Perdata sebagai berikut: 
a. Surat/alat bukti tulisan 
Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat 
krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.63 Menurut Sudikono 
Mertokusumo, alat bukti surat atau alat bukti tulisan ialah “Segala sesuatu 
yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau 
menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai 
pembuktian”. 
Segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun 
memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah 
termasuk dalam pengertian alat bukti surat atau alat bukti tulisan.64 Alat bukti 
surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah “alat bukti tulisan” atau 
ada pula yang menyebut dengan akta. Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 
dan 165-176 HIR,  Pasal 285-305 RBg,  Pasal 1867-1894 KUH Perdata,  Pasal  
                                               
63  Momuat, Octavianus M., Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di 
Pengadilan. Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014. hlm. 138. 
64  Mertokusumo, Sudikno, Op Cit.. hlm. 141.  
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138-147 Rv, serta Ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai ketentuan-ketentuan 
tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari 
orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. 
Penggunaan alat bukti surat atau alat bukti tulisan pada pada perkara 
perdata dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs berupa: 
1) Foto copy kartu keluarga No. 3329132403140006, Nama Kepala Keluarga 
Makripin RT.001 RW.004 Desa Kemurang Kulon Kec. Tanjung Kab. 
Brebes dikeluarkan tanggal 24-03.2014 (bukti P-1); 
2) Foto copy kwitansi tertanggal 23 Agustus 2017 Penyerahan uang sebesar 
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I 
(bukti P-2); 
3) Foto copy kwitansi tertanggal 27 Januari 2018 Penyerahan uang sebesar 
Rp.5.500.000,- (lima jutalima ratus riburupiah) dari Penggugat kepada 
Tergugat I (bukti P-3); 
4) Foto copy kwitansi tertanggal 18 Mei 2018 Penyerahan uang sebesar 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I 
(bukti P-4); 
5) Fotocopy sertifikat hak milik No. 01335 atas nama Tasli seluas 214 m² 
(bukti P-5). 
Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 berupa surat atau alat bukti tertulis dalam 
bentuk fotocopy dan tidak ada aslinya. Pada praktiknya, alat bukti surat 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
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1) Akta Otentik 
Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang 
menentukan bahwa “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam 
bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat 
umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.” Bandingkan 
dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 286 RBg/165 HIR. Akta 
Otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang 
oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat 
itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli 
warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang 
segala hal yang tersebut dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum 
dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian 
hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang 
disebutkan dalam akta tersebut”.  
Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
membuat Akta Otentik, antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera 
pengadilan, dan juru sita. Di dalam melakukan pekerjaannya, pejabat 
publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang 
sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan hasil 
pekerjaannya.65 
Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu akta 
ambtelijk  dan  akta partai.  Akta ambtelijk  adalah akta otentik yang dibuat  
                                               
65  Muhammad, Abdulkadir, Op Cit., hlm. 131.  
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oleh pejabat publik yang berwewenang untuk itu, dimana dia menerangkan 
apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya. Akta partai adalah akta yang 
dibuat di hadapan pejabat publik, yang menerangkan apa yang dilihat, 
didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan 
mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda 
tangan mereka.66 
2) Akta Bawah Tangan 
Pengertian akta bawah tangan adalah sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Menurut pasal tersebut, 
akta bawah tangan: 
a) Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan; 
b) Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang 
(pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak; 
c) Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh 
atau di hadapan pejabat, meliputi: surat-surat, register-register, surat-
surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa 
permintaan pejabat umum. 
d) Secara khusus ada akta bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat 
oleh paling sedikit dua pihak.67 
Secara ringkas, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta 
otentik disebut akta bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta 
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yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun 
akta bawah tangan.68 
3) Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak 
Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata, 
Pasal 291 RBg yang menentukan bahwa “Perikatan utang sepihak di 
bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan 
barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis 
seluruhnya dengan tangan si penandatangan sendiri, setidak-tidaknya, 
selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan 
sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya 
barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan 
dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu 
permulaan pembuktian dengan tulisan.” 
Jadi, menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata, Akta Pengakuan 
Sepihak merupakan: 
a) Perikatan Utang Sepihak. Sering juga disebut pengakuan utang di 
bawah tangan untuk membedakannya dengan grosse akta pengakuan 
utang yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Meskipun aktanya 
dibuat sepihak oleh debitur, Pasal 1878 KUH Perdata mengakuinya 
sebagai perikatan. Jadi akta tersebut berlaku segala ketentuan umum 
perikatan, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan 
pembayaran utang yang disebut dalam akta. 
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b) Bentuk Aktanya Bawah Tangan. Mengenai bentuk aktanya adalah di 
bawah tangan. Jadi, Akta Pengakuan Sepihak termasuk rumpun Akta 
Bawah Tangan. Cuma sifatnya sepihak yakni pernyataan sepihak dari 
debitur tentang utangnya kepada kreditur. Bentuk Akta Pengakuan 
Sepihak sebagai Akta Bawah Tangan berbeda dengan grosse akta 
pengakuan utang (acknowledgement of indebtedness) yang mesti 
berbentuk Akta Notaris, yang diberi judul titel eksekutorial, berupa 
kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Terhadap bentuk ini dapat dilaksanakan eksekusi serta merta atau 
parate eksekusi berdasar Pasal 224 HIR, tanpa melalui proses peradilan 
biasa. Jika ingin Akta Pengakuan Sepihak yang disebut dalam pasal ini 
sama kualitasnya dengan grosse akta, cukup membuat bentuknya 
dengan Akta Notaris dengan jalan mencantumkan titel eksekutorial 
padanya.  
c) Berisi Pengakuan Hutang. Isi Akta Pengakuan Sepihak, berupa 
pengakuan utang dari penanda tangan atau pengakuan untuk membayar 
sesuatu oleh penanda tangan kepada orang tertentu (kreditur). Itu 
sebabnya Akta Pengakuan Sepihak disebut juga pengakuan utang di 
bawah tangan atau surat perjanjian utang di bawah tangan secara 
sepihak yakni dari pihak debitur sebagai penanda tangan akta, dengan 
ketentuan: 
1) Pengakuan itu harus tegas tanpa syarat atau klausula; 
2) Jelas disebut jumlah dan waktu pelaksanaan pembayaran. 
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d) Objek Pengakuan Hutang. Berdasar Pasal 1878 KUH Perdata, objek 
pengakuan utang secara sepihak: 
1) Dapat bentuk utang tunai, atau 
2) Barang yang dapat dinilai dengan harga tertentu atau yang dapat 
ditentukan harganya. 
e) Kuitansi digolongkan pada Akta Pengakuan Sepihak. Dalam praktik, 
kuitansi (kwitantie) pada hakikat yuridisnya merupakan bukti 
pembayaran atau bukti penerimaan uang maupun tanda pelunasan dan 
dikategorikan juga sebagai akta pengakuan utang, sehingga harus 
mendapat perlakuan yang sama. Misalnya, hal ini ditegaskan dalam 
putusan MA No. 4669 K/Pdt/1985 dikatakan, kuitansi dianggap 
sebagai akta bawah tangan yang bersifat sepihak yang tunduk kepada 
ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBg (Pasal 1878 KUH Perdata).  
f) Dapat diterapkan sebagai Perjanjian Tambahan. Akta Pengakuan 
Sepihak dapat juga diterapkan sebagai tambahan atas perjanjian pokok. 
Misalnya, pada perjanjian pokok tidak diatur mengenai denda. Lantas 
pada saat perjanjian berlangsung, debitur melakukan pelanggaran yang 
dapat dihukum dengan denda. Maka untuk pemenuhan pembayaran 
denda tersebut, dapat dituangkan dalam Akta Pengakuan Sepihak 
sebagai perjanjian tambahan atas perjanjian pokok, yang berisi 
pernyataan sepihak dari debitur akan membayar denda sebesar jumlah 
tertentu pada waktu tertentu.69 
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4) Surat Biasa 
Pada prinsipnya surat biasa ini tidak dengan maksud untuk 
dijadikan alat bukti. Akan tetapi, jika kemudian hari surat tersebut 
dijadikan alat bukti di persidangan, hal ini bersifat insidental (kebetulan) 
saja. Contohnya surat cinta, surat korenpendensi, buku catatan penggunaan 
uang dan sebagainya. Contoh konkret terhadap surat biasa yang kemudian 
dijadikan alat bukti di persidangan tampak pada Putusan Pengadilan 
Negeri Mataram Nomor: 073/PN Mtr/Pdt/1983 jo. Putusan Pengadilan 
Tinggi Mataram Nomor: 65/Pdt/1984/PT NTB jo. Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 
1986.70 
Penggunaan alat bukti surat atau alat bukti tulisan pada pada 
perkara perdata dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs terdiri dari 
lima bukti yaitu Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5. Bukti P-1 berupa 
fotocopy kartu keluarga yang dalam hal ini tergolong dalam bukti surat 
akta otentik, bukti P-2, P-3, P-4 berupa fotocopy kwitansi penyerahan uang 
tergolong dalam bukti surat akta pengakuan sepihak, kemudian bukti P-5 
berupa fotocopy sertifikat hak milik tergolong dalam bukti surat akta 
bawah tangan.  
b. Saksi 
Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152 dan Pasal 162-172 HIR, 
Pasal 165-179 dan Pasal 306-309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1908 
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KUH Perdata. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat 
bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi: 
1) Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk 
membuktikan dalil gugatan; atau 
2) Karena alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal 
pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai 
permulaan pembuktian tulisan. 
Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, 
kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 168 HIR atau Pasal 306 RBg), 
misalnya, tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat 
dibuktikan dengan perjanjian kawin (Pasal 150 KUH Perdata), dan perjanjian 
asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis (Pasal 258 KUH Dagang). 
Hukum adat, hukum materiil bagi golongan bumiputera mengenal dua macam 
saksi, yaitu: 
1) Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu dan 
2) Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya.71 
Beberapa prinsip tentang pembuktian di persidangan dengan 
menggunakan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut: 
1) Satu saksi bukan saksi 
Pembuktian dengan saksi hendaknya menggunakan lebih dari satu 
saksi karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat 
dipercaya. Dalam hukum dikenal dengan adagium unus testis nullus testis,  
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artinya satu saksi bukan dianggap saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak 
terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi (Pasal 169 
HIR atau Pasal 306 RBg).  
Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, 
keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya 
surat, pengakuan, dan sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, 
pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. 
Namun demikian, dua atau beberapa orang saksi belum meyakinkan suatu 
peristiwa apabila Majelis Hakim tidak mempercayai saksi-saksi, misalnya 
karena keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling 
bertentangan. 
2) Saksi Tidak Mampu Mutlak atau Relatif 
Seorang saksi dikatakan tidak mampu mutlak karena saksi tersebut 
mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan salah satu pihak yang 
beperkara. Hubungan tersebut terjadi karena adanya hubungan yang 
sedarah dan perkawinan. Menurut Pasal 145 ayat (1) HIR atau Pasal 172 
ayat (1) RBg, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi ialah: 
a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda (karena perkawinan) menurut 
garis keturunan lurus dari salah satu pihak. 
Pengertian sedarah meliputi keturunan sedarah yang sah dan 
tidak sah. Keturunan lurus meliputi lurus ke atas, yaitu bapak/bapak 
mertua, nenek/nenek mertua, dan seterusnya. Lurus ke bawah yaitu 
anak/anak menantu, cucu/cucu menantu, dan seterusnya. Anak tiri dan 
bapak/ibu tiri termasuk juga keluarga semenda menurut garis keturunan 
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lurus. Akan tetapi, mereka semua yang tersebut di atas, tidak boleh 
ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan 
perdata dari para pihak dan dalam perkara tentang perjanjian kerja. 
Yang dimaksud dengan kedudukan perdata adalah mengenai hal ihwal 
pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya: 
mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, kematian, dan 
wali. Mereka tidak berhak untuk minta undur diri sebagai saksi. 
b) Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai.  
Mereka tidak boleh didengar sebagai saksi. Perceraian itu 
sangat berarti terhadap keluarga semenda karena menurut hukum adat, 
dengan perceraian itu, kekeluargaan semenda terputus sehingga bekas 
keluarga semenda dapat didengar sebagai saksi. Dikatakan tidak 
mampu secara relatif menurut undang-undang mereka tidak dapat 
didengar sebagai saksi berhubung syarat-syarat tertentu belum dipenuhi 
atau karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar 
sebagai saksi.  
Termasuk golongan ini ialah anak yang belum mencapai umur 
15 (lima belas) tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang 
ingatannya normal, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 134 ayat (1) 
HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg. Terhadap orang-orang tersebut, 
Hakim tidak boleh menggunakan mereka sebagai alat bukti, namun 
keterangan mereka dapat digunakan sebagai petunjuk ke arah peristiwa 
yang dapat dibuktikan selanjutnya dengan alat bukti biasa, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1912 KUH Perdata. 
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c) Hak Mengundurkan Diri (Hak Ingkar) 
Pasal 146 HIR atau Pasal 174 RBg mengatur tentang orang-
orang tertentu yang atas permintaannya dapat dibebaskan dari saksi, 
yaitu: 
1) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan 
salah satu pihak. 
2) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki 
dan perempuan suami atau istri salah satu pihak. 
3) Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang 
sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya 
tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan 
atau pekerjaan yang sah itu, misalnya: notaris, dokter, advokat dan 
polisi.  
d) Keterangan Saksi dari Pihak Ketiga.  
Keterangan saksi dari pihak ketiga sering disebut sebagai 
testimonium de auditu. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa 
testimonium de auditu tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak 
mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun, sekarang pendapat 
tersebut sudah bergeser, yaitu memberikan kebebasan kepada Majelis 
Hakim untuk menilainya. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengertian saksi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 
KUHAP, jadi pengertian saksi bukan semata-mata yang melihat, 
mengalami, mendengar dan merasakan sendiri, akan tetapi mereka 
  
73 
yang mengetahui kejadian secara tidak langsung dapat pula menjadi 
saksi. Hal tersebut tentunya ada pembatasan yaitu apabila dari beberapa 
orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari 
mereka yang mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi. 
Pada praktik perdata, telah ada beberapa yurisprudensi yang 
mengakui keterangan saksi tidak langsung. Testimonium de auditu diterima 
sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian 
tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi de auditu itu terdiri 
dari beberapa orang, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 
239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975. Sebagaimana putusan 
Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, 
testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi 
kesaksian de auditu dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan 
(vermoeden), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan 
persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. 
Membenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti untuk 
melengkapi batas minimal unus testis nullus testis yang diberikan seorang 
saksi. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 818 
K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Putusan tersebut menyebutkan 
testimonium de auditu sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk 
menguatkan keterangan saksi biasa.72 
                                               
72  Ma’arif, Husnul, 4 Maret 2014, Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti, 
http://maarifhusnul.blogspot.com/2014/03/testimonium-de-auditu-sebagai-alat-bukti.html, Online: 
diakses tanggal 06 Juni 2019, pukul 11.30 WIB.  
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Penggunaan bukti dengan saksi pada perkara perdata dalam putusan 
nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs, pihak Penggugat mengajukan saksi-saksi 
untuk menguatkan dalil gugatannya, yaitu Saksi Warlipah dan saksi Devi 
Septiana. Saksi Warlipah datang ke persidangan sehubungan ada 
permasalahan utang piutang antara saudari Tasli yang mempunyai hutang 
pada saudari Karisah, sedangkan saksi Devi Septiana juga sering bertemu 
dengan Tasli dan Tasli pinjam uang kepada Karisah. 
c. Persangkaan (Vermoedens) 
Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR/Pasal 310 
RBg dan Pasal 1915-1922 KUH Perdata. Dalam ketentuan HIR/RBg tidak 
ditemukan pengertian dari persangkaan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan 
Pasal 1915 KUH Perdata pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan-
kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu 
peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. 
Hukum acara perdata persangkaan-persangkaan atau vermoedens 
adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau accessory evidence. Artinya, 
persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-
persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya 
dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.73 
Pada praktik peradilan, ada dua macam persangkaan yaitu sebagai berikut: 
1) Persangkaan Menurut Hukum (Rechtsvermoeden, legal conjecture, 
presumtio juris),  yaitu   persangkaan   yang  berdasarkan  suatu  ketentuan  
                                               
73  Hiariej, Eddy O.S., Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 81.  
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khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu 
atau peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya, perbuatan yang dinyatakan 
batal oleh undang-undang karena perbuatan tersebut menyalahi ketentuan 
perundang-undangan. 
2) Persangkaan Menurut Kenyataan (Feitelijk vermoeden, factual conjecture, 
presumtio factie), yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta atau 
presumtiones factie yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam 
persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan. 
Alat bukti persangkaan hanya digunakan apabila di dalam perkara 
perdata sangat sulit untuk ditemukan alat bukti saksi yang melihat, mendengar 
atau merasakan langsung peristiwa yang terjadi. Pada perkara perdata dalam 
putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs, pihak Penggugat mempunyai 
persangkaan bahwa dengan tidak dikembalikannya uang Penggugat yang 
diserahkan sebagai hutang tersebut dan keseluruhannya sebesar Rp. 
191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) tersebut oleh Tergugat 
I kepada Penggugat, maka dengan demikian Tergugat I telah lalai atau dengan 
sengaja melalaikan diri untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan 
demikian pula Tergugat patut dinyatakan telah melakukan tindakan 
Wanprestasi. 
d. Pengakuan (Bekentenis Confession) 
Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 
RBg, Pasal 1923-1928 KUH Perdata serta yurisprudensi. Pada dasarnya 
pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari 
salah satu pihak beperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik 
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sebagian maupun seluruhnya. Konkritnya, pengakuan merupakan keterangan 
sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. Hal 
ini berarti jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu 
membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim 
harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap 
selesai. Akan tetapi Pasal 1926 KUH Perdata membolehkan menarik kembali 
pengakuan yang telah diberikan di persidangan karena kekhilafan. Kekhilafan 
yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik 
kembali pengakuan. Dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali dalam 
praktik hukum, terserah penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara. 
Menurut pandangan doktrina, pada asasnya pengakuan (Pasal 1923 dan 
1925 KUH Perdata) dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut: 
1) Pengakuan di muka hakim di persidangan (gerechtelijke bekentenis). 
Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai 
kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik 
diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan 
untuk itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174-176 HIR atau 
Pasal 311-313 RBg. 
2) Pengakuan di luar sidang. Yang dimaksud dengan pengakuan di luar 
sidang adalah pengakuan atau pernyataan “pembenaran” tentang dalil 
gugatan atau bantahan maupun hak atau fakta, namun pernyataan itu 
disampaikan atau diucapkan di luar sidang pengadilan. Hal ini adalah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1927 KUH Perdata, kebalikan dari 
Pasal 174 HIR. 
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Para Tergugat dalam perkara perdata putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN 
Bbs pada hari sidang yang telah di tentukan tidak datang menghadap ataupun 
menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan 
risalah panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2018 dan tanggal 3 Desember 
2018 telah dipanggil dengan patut. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir 
dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula 
mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, maka dianggap Tergugat tidak 
akan mempergunakan haknya dalam perkara ini dan berdasarkan pasal 125ayat 
(1) HIR, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya 
Tergugat. 
e. Sumpah 
Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158 dan 177 HIR, Pasal 182-
185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829-1945 KUH Perdata, akan tetapi dari 
ketentuan tersebut tidak satupun pasal yang merumuskan pengertian sumpah. 
Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, dirumuskan 
“sumpah” sebagai pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan 
bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang 
dikatakan atau dijanjikan itu benar. Berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti 
sumpah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:  
1) Sumpah pemutus, yaitu sumpah yang sifatnya untuk memutus perkara 
yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas dasar permintaan 
lawannya karena tidak adanya alat bukti yang dimilikinya (Pasal 1930-
1939 KUH Perdata). 
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2) Sumpah pelengkap, yaitu apabila di dalam perkara yang diajukan hanya 
ada sedikit alat bukti sehingga diperlukan adanya sumpah yang akan 
melengkapi alat bukti yang kurang tersebut. Pasal 1940 KUH Perdata, 
menyebutkan “bahwa hakim dapat, karena jabatannya memerintahkan 
sumpah kepada salah satu pihak yang beperkara untuk menggantungkan 
pemutusan perkara pada penyumpahan itu atau untuk menetapkan jumlah 
yang akan dikabulkan” 
3) Sumpah penaksir, yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang 
pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya 
kepada penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak 
ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 1942 KUH Perdata bahwa sumpah untuk 
menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat, oleh hakim 
diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak ada jalan lain lagi 
untuk menetapkan harga itu. Sehingga dalam praktik pengadilan, 
penjatuhan sumpah penaksir harus dijatuhkan melalui putusan sela yang 
amarnya adalah “sebelum memutus pokok perkara, membebankan kepada 
penggugat suatu sumpah penaksir seperti tersebut di atas yang harus 
diucapkan oleh penggugat di sidang dengan dihadiri oleh tergugat dan 
menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir”.  
Perkara perdata putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs dalam 
persidangan tidak menggunakan bukti sumpah, sumpah hanya dilakukan 
kepada saksi-saksi yang akan menerangkan kejadian-kejadian yang 
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diketahuinya dengan sebelumnya disumpah sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya.  
f. Alat Bukti Tambahan 
Selain alat bukti tersebut, masih terdapat alat-alat bukti yang dapat 
dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan setempat (descente) 
yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/ saksi ahli yang 
diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.74 
1) Pemeriksaan Setempat (Plaatselijke onderzoek/ local investigation) 
Pada dasarnya pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara 
yang dilakukan hakim di luar persidangan pengadilan negeri atau di lokasi 
pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas 
dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi 
pokok sengketa. Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar 
sidang pengadilan negeri, hal ini identik dengan sidang di pengadilan 
negeri. Hanya saja karena objek sengketa tidak dapat di bawah ke 
pengadilan, keadaan pemeriksaan setempat dilakukan.  
Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan 
jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang letak, luas dan batas- batas 
objek (tanah) terperkara, atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan 
kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat 
diukur jumlah dan kualitasnya (misalnya pencemaran lingkungan hidup). 
Di dalam praktik peradilan, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan 
                                               
74  Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: Mandar Maju, 2005, 
hlm. 118.  
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berkenaan dengan letak dan batas tanah, bangunan dan lain-lain. Prosedur 
untuk dilakukan pemeriksaan setempat ini dapat diajukan oleh para pihak 
sendiri dan dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya (ambthalve). 
Pengaturan mengenai pemeriksaan setempat oleh Mahkamah Agung telah 
diatur secara terperinci dengan mengeluarkan Surat Edaran MA No. 7 
Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Surat Edaran tersebut adalah 
lex specialis dari Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, dan menjadi pedoman 
bagi Hakim-hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat. 
2) Keterangan Ahli/Saksi Ahli 
Secara umum, “ahli” diartikan sebagai orang yang memiliki 
pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond Emson menyebutkan: 
“specialized are as of knowledge”.75 Pengertian ahli tersebut tidak berbeda 
dengan yang dikemukakan dalam Merriam Webster’s Dictionary of Law, 
cuma jangkauannya lebih luas. Dikatakan, expert witness is a witness (as a 
medical specialist) who by virtue of special knowledge, skill training, or 
experience is qualified to provide testimony to aid the fact finder in matters 
that exceed the common knowledge of ordinary people.76 Jadi menurut 
hukum seseorang baru ahli, apabila dia: 
a) memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu 
pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten 
(competent) di bidang tertentu; 
                                               
75  Raymond Emson, dalam Buku M. Yahya Harahap, Op.cit. hlm. 789.  
76  Merriam Webster dalam Buku M. Yahya Harahap, ibid. hlm. 790.  
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b) spesialisasi itu bisa dalam bentuk skill karena hasil latihan (training) 
atau hasil pengalaman; 
c) sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau 
pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan 
yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebih 
kemampuan pengetahuan umum orang biasa (ordinary people).77  
Esensi keterangan ahli/saksi ahli yaitu berupa pendapat-pendapat 
berdasarkan teori ilmu pengetahuan dan tidak berhubungan secara 
langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli sifatnya 
netral dan tidak berpihak kepada siapapun, tetapi diharapkan dapat 
membantu mencari hubungan kausalitas.78 Pada ketentuan Pasal 154 
HIR/181 RBg, diatur lebih detail tentang keterangan ahli/saksi ahli yang 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
a) Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat 
dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, 
maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, 
mengangkat ahli tersebut. 
b) Dalam hal demikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan 
mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis atau secara lisan dan 
menguatkan laporan itu dengan sumpah. 
 
                                               
77  Harahap, M. Yahya, Ibid.  
78  Abdullah, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan, Sidoarjo: Program Pascasarjana 
Universitas Sunan Giri, 2008, hlm. 61.  
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c) Tidak boleh diangkat menjadi ahli, mereka yang sedianya tidak akan 
dapat didengar sebagai saksi. 
d) Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli 
apabila keyakinannya bertentangan dengan itu. 
Hal yang menjadi catatan adalah, bahwa pendapat ahli tersebut 
tidak dapat berdiri sendiri, fungsi dan kualitasnya menambah alat bukti 
yang lain, yaitu apabila alat bukti yang ada sudah mencapai batas minimal 
pembuktian dan nilai pembuktiannya masih kurang kuat, dalam hal inilah 
hakim dibolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai 
kekuatan pembuktian yang ada. Sehingga dengan demikian menurut 
pendapat Peneliti dalam hal pembuktian alat bukti elektronik berupa 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hukum perdata, 
ketika hakim belum dapat membuktikan keaslian dari alat bukti tersebut, 
maka dapat dipergunakan saksi ahli untuk membantu membuktikannya. 
Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan alat bukti yang digunakan pada 
Perkara Perdata dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan alat bukti dalam perkara tersebut antara lain berupa: surat atau 
alat bukti tulisan, saksi, dan persangkaan. Alat bukti surat atau bukti dengan 
tulisan meliputi Bukti P-1 berupa fotocopy kartu keluarga yang dalam hal ini 
tergolong dalam bukti surat akta otentik, bukti P-2, P-3, P-4 berupa fotocopy 
kwitansi penyerahan uang tergolong dalam bukti surat akta pengakuan sepihak, 
kemudian bukti P-5 berupa fotocopy sertifikat hak milik tergolong dalam bukti 
surat akta bawah tangan. 
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Alat bukti surat dalam hal ini yaitu P-1, P-2, P-3, dan P-5 berupa surat atau 
alat bukti tertulis dalam bentuk fotocopy dan tidak ada aslinya sehingga tidak akan 
mempertimbangkannya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung 
dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah 
surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat 
dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: 
Pasal 1888 KUH Perdata). 
Bukti saksi dalam perkara tersebut yaitu Saksi Warlipah dan saksi Devi 
Septiana. Saksi Warlipah datang ke persidangan sehubungan ada permasalahan 
utang piutang antara saudari Tasli yang mempunyai hutang pada saudari Karisah, 
sedangkan saksi Devi Septiana juga sering bertemu dengan Tasli dan Tasli pinjam 
uang kepada Karisah. Selanjutnya terkait dengan bukti persangkaan, penggugat 
mempunyai persangkaan bahwa dengan tidak dikembalikannya uang Penggugat 
yang diserahkan sebagai hutang tersebut dan keseluruhannya sebesar Rp. 
191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) tersebut oleh Tergugat I 
kepada Penggugat, maka dengan demikian Tergugat I telah lalai atau dengan 
sengaja melalaikan diri untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian 
pula Tergugat patut dinyatakan telah melakukan tindakan Wanprestasi. 
 
B. Proses Pembuktian Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan 
Menguasai dan Memiliki Atas Tanah Tanpa Alas Hak yang Sah pada 
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs. 
Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh 
hakim dengan cara menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi 
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dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang 
harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. 
Apabila pengugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi 
dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, 
gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus 
dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui 
sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan.  
Menurut Abdul Manan, peristiwa peristiwa yang harus dibuktikan di muka 
sidang Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Peristiwa yang dibuktikan harus merupakan peristiwa yang menjadi sengketa, 
karena tujuan dari pembuktian adalah mencari kebenaran untuk menyelesaikan 
sengketa. 
2. Peristiwa yang dibuktikan harus dapat diukur, terikat oleh ruang dan waktu. 
3. Peristiwa yang dibuktikan harus mempunyai kaitan dengan hak yang 
disengketakan. 
4. Peristiwa itu efektif untuk dibuktikan. Terkadang untuk membuktikan adanya 
suatu hak terhadap peristiwa memerlukan beberapa rangkaian peristiwa, oleh 
karena itu peristiwa yang satu dengan lainnya harus merupakan satu mata 
rantai. 
5. Peristiwa tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.79 
Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa tidak semua peristiwa yang 
dikemukan oleh para pihak penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan untuk 
                                               
79  Thahirahelayyubiyah, Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, Online: 
https://duniathahirah.wordpress.com, diakses tanggal diakses tanggal 06 Juni 2019, pukul 11.35 WIB..  
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memutuskan sengketa yang terjadi. Hakim dituntut untuk teliti dalam hal ini. 
Hakim hanya akan membuktikan peristiwa-peristiwa yang relevan dengan 
sengketa yang dikemukan oleh para pihak. 
Maksud Penggugat dalam proses penyelesaian perkara perdata pada 
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs yaitu bahwa Tergugat I dan Tergugat II 
adalah sepasang suami istri, dimana Penggugat telah meminjamkan sejumlah uang 
kepada Tergugat I secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 
191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah). Tergugat I telah lalai 
(wanprestasi) dalam pengembalian uang dimaksud maka adalah patut menurut 
hukum agar Tergugat I dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa 
Uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I sebagai sebagai hutang 
sebesar Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah). Adapun 
tahapan penyerahan uang tersebut sebagai berikut: 
1. Tahap I pada tanggal 18 Juli 2017 diserahkan Penggugat kepada Tergugat I 
sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah); 
2. Tahap 2 pada tanggal 21 Juli 2017 diserahkan Penggugat kepada Tergugat I 
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); 
3. Tahap 3 pada tanggal 3 Agustus 2017 diserahkan Penggugat kepada Tergugat I 
sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 
4. Tahap 4 pada tanggal 30 Agustus 2017 diserahkan Penggugat kepada Tergugat 
I sebesar Rp 5.000.000,- (lima lima juta rupiah); 
5. Tahap 5 pada tanggal 7 September 2017 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); 
6. Tahap 6 pada tanggal 10 September 2017 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 
7. Tahap 7 pada tanggal 20 September 2017 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); 
8. Tahap 8 pada tanggal 24 September 2017 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); 
9. Tahap 9 pada tanggal 29 September 2017 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); 
10. Tahap 10 pada tanggal 29 September 2017 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); 
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11. Tahap 11 pada tanggal 18 Nopember 2017 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);  
12. Tahap 12 pada tanggal 22 Nopember 2017 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); 
13. Tahap 13 pada tanggal 23 Nopember 2017 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 
14. Tahap 14 pada tanggal 24 Nopember 2017 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 
15. Tahap 15 pada tanggal 5 Desember 2017 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); 
16. Tahap 16 pada tanggal 27 Januari 2018 diserahkan Penggugat kepada Tergugat 
I sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); 
17. Tahap 17 pada tanggal 27 Februari 2018 diserahkan Penggugat kepada 
Tergugat I sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); 
18. Tahap 18 pada tanggal 19 Maret 2018 diserahkan Penggugat kepada Tergugat 
I sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); 
19. Tahap 19 pada tanggal 18 Mei 2018 diserahkan Penggugat kepada Tergugat I 
sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).80 
Penyerahan uang untuk modal usaha sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus 
sembilan puluh satu juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I dilakukan 
dengan penandatanganan kwitansi oleh Tergugat I. Pada tanggal 1 Juni 2018 
Tergugat I bersepakat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat akan 
tetapi diingkari oleh Tergugat I. Tidak dikembalikannya uang Penggugat yang 
diserahkan sebagai hutang tersebut dan keseluruhannya sebesar Rp. 191.000.000,- 
(seratus sembilan puluh satu juta rupiah) tersebut oleh Tergugat I kepada 
Penggugat, maka dengan demikian Tergugat I telah lalai atau dengan sengaja 
melalaikan diri untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian pula 
Tergugat patut dinyatakan telah melakukan tindakan Wanprestasi. 
Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara 
sah dan patut, dan juga tidak mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, maka 
dianggap Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dalam perkara ini dan 
                                               
80  Pengadilan Negeri Brebes, putusan nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs, 2018, hlm. 2-3.  
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berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan 
perkara ini tanpa hadirnya Tergugat. Proses pembuktian perkara tersebut diawali 
dengan penggugat mengajukan bukti-bukti surat untuk membuktikan dalil-
dalilnya.  
Bukti surat yang telah disebutkan di atas tersebut bermeterai cukup, dan 
telah dicocokan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1, P-2, P-3 dan P-5 berupa 
fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Terhadap bukti P-1, P-2, P-3, 
dan P-5 karena tidak ada aslinya maka tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti-
bukti sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 
K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah 
dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat 
menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). Jadi hanya bukti 
P-4 berupa foto copy kwitansi tertanggal 18 Mei 2018 Penyerahan uang sebesar 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I telah 
dicocokan sesuai dengan aslinya. 
Proses pembuktian selanjutnya yaitu pihak Penggugat mengajukan saksi-
saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, yaitu Saksi Warlipah dan saksi Devi 
Septiana. Saksi Warlipah datang ke persidangan sehubungan ada permasalahan 
utang piutang antara saudari Tasli yang mempunyai hutang pada saudari Karisah, 
sedangkan saksi Devi Septiana juga sering bertemu dengan Tasli dan Tasli pinjam 
uang kepada Karisah. Terhadap bukti P-4 telah didukung dengan keterangan saksi 
yaitu saksi Warlipah yang menyatakan bahwa saudari Tasli yang mempunyai 
hutang pada saudari Karisahserta keterangan asksi Devi Septiana yang 
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menerangkan bahwa Tasli pinjam uang kepada Karisah namun saksi tidak tahu 
berapa jumlah hutang saudari Tasli pada saudari Karisah. 
Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat 
sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata 
bersesuaian maka dapat dikatakan penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok 
dalam gugatannya yaitu bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya 
yaitu pembayaran hutang tergugat. Mencermati nilai uang yang diajukan oleh 
Penggugat majelis hakim tidak sependapat tentang nilainya karena dari bukti surat 
yang diajukan yaitu bukti P-4 yaitu foto copy kwitansi tertanggal 18 Mei 2018 
hanya menyatakan bahwa hutang penggugat hanya sejumlah Rp.50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi Devi Septiana tidak tahu jumlahnya dan 
saksi Warlipah hanya mendengar dari Penggugat tentang jumlahnya sehingga 
bersifat testimonium de auditu. Jadi jumlah hutang yang nyata dapat dibuktikan 
adalah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan perbuatan Para 
Tergugat merupakan bentuk wanprestasi. 
Berdasarkan Pembuktian tersebut di atas maka sudah selayaknya semua 
petitum dari Penggugat dipertimbangkan, antara lain: 
1. Petitum nomor 2 karena tidak dapat dibuktikan keseluruhan tentang bukti surat 
tersebut maka petitum tersebut haruslah ditolak.  
2. Petitum nomor 3 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dengan 
bukti P-4 dan dua orang saksi bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi 
maka petitum nomor 3 haruslah dikabulkan. Petitum nomor 4 yaitu m 
enyatakan sah dan berharga sita jaminan menurut majelis hakim adalah tidak 
beralasan karena dipersidangan Penggugat tidak bisa membuktikan tentang 
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kepemilikan yang sah Tergugat terhadap barang yang akan disita tersebut 
dalam hal ini Sertipikat Tanah atas rumah Tergugat dan Penggugat hanya 
menyertakan fotocopy Sertipikat Tanah atas rumah Tergugat tanpa aslinya, 
sehingga petitum nomor 4 tersebut haruslah ditolak.  
3. Petitum nomor 5 karena yang bisa dibuktikan hanyalah sejumlah 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka petitum nomor 5 haruslah 
diterima dengan perbaikan diktum putusan.  
4. Petitum nomor 6 tentang pembayaran bunga sebanyak 5% per bulan menurut 
majelis hakim haruslah ditolak karena tidak ada bukti perjanjian antara 
Penggugat dengan Para Tergugat namun demikian mengenai bunga, dalam hal 
besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang 
dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari 
suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur 
dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada 
ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut 
tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, maka dapat 
dikabulkan dengan perbaikan pada diktum putusan.  
5. Petitum nomor 7 karena penetapan sita jaminan ditolak maka petitum ini 
haruslah ditolak pula.  
6. Petitum ke 8 untuk membayar uang paksa (dwangsom) tersebut, bahwa 
berdasarkan Yurisprudensi dan Pasal 604 Rv dinyatakan bahwa uang paksa 
tidak boleh dikenakan terhadap putusan pembayaran sejumlah uang dan 
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 307 K/Sip/ 1976 tanggal 7 Desember 
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1976 dinyatakan bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan 
dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan 
mempunyai kekuatan yang pasti, Majelis Hakim sependapat dengan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dan menyatakan bahwa petitum 
8 harus dinyatakan ditolak.  
7. Petitum nomor 9, menurut pertimbangan majelis hakim karena tidak didapat 
alasan yang kuat secara hukum untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu 
(uit voerbaar bij voorrad) sebagaimana disyaratkan dalam pasal 180 ayat (1) 
HIR serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 Jo. 
Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya terhadap petitum nomor 9 haruslah 
dinyatakan ditolak.  
8. Petitum nomor 10 haruslah dikabulkan karena Tergugat II merupakan pihak 
yang juga turut dihukum. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Bertitik tolak dari permasalahan penelitian dan berdasarkan analisis data 
dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata dalam putusan nomor 
23/Pdt.G/2018/PN Bbs antara lain berupa: surat atau alat bukti tulisan, saksi, 
dan persangkaan. Alat bukti surat atau bukti dengan tulisan meliputi Bukti P-1 
(akta otentik), bukti P-2, P-3, P-4 (akta pengakuan sepihak), dan bukti P-5 
(akta bawah tangan). Bukti saksi dalam perkara tersebut yaitu Saksi Warlipah 
dan saksi Devi Septiana. Selanjutnya terkait dengan bukti persangkaan, 
penggugat mempunyai persangkaan bahwa Tergugat I telah lalai atau dengan 
sengaja melalaikan diri memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian 
pula Tergugat patut dinyatakan telah melakukan tindakan Wanprestasi. 
2. Proses pembuktian perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan 
menguasai dan memiliki atas tanah tanpa alas hak yang sah pada putusan 
nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bbs, yaitu pembuktian bahwa para Tergugat 
melakukan perbuatan melawan hukum yang tergolong dalam wanprestasi. 
Proses pembuktian perkara tersebut diawali dengan penggugat mengajukan 
bukti-bukti surat untuk membuktikan dalil-dalilnya. Bukti surat P-4 bermeterai 
cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1, P-2, P-3 
dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka tidak 
akan dipertimbangkan sebagai bukti-bukti. Proses pembuktian selanjutnya 
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yaitu pihak Penggugat mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Warlipah dan saksi 
Devi Septiana. Terhadap bukti P-4 telah didukung dengan keterangan saksi 
yaitu saksi Warlipah yang menyatakan bahwa saudari Tasli yang mempunyai 
hutang pada saudari Karisah serta keterangan asksi Devi Septiana yang 
menerangkan bahwa Tasli pinjam uang kepada Karisah namun saksi tidak tahu 
berapa jumlah hutang saudari Tasli pada saudari Karisah. Berdasarkan alat-alat 
bukti yang diajukan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang 
ternyata bersesuaian maka dapat dikatakan penggugat telah dapat 
membuktikan dalil pokok dalam gugatannya yaitu bahwa Para Tergugat tidak 
melaksanakan kewajibannya yaitu pembayaran hutang tergugat (wanprestasi) 
sedangkan jumlah hutang yang nyata dapat dibuktikan adalah sejumlah 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
 
B. Saran  
1. Hakim diharapkan dalam memeriksa perkara dapat menentukan siapa di antara 
pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberi bukti, apakah 
pihak pengggugat atau sebaliknya pihak tergugat, karena dalam pembuktian 
tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. 
Pengetahuan hakim juga dapat digunakan bukti dalam sidang. 
 2. Masyarakat dapat mengetahui penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata 
di pengadilan yaitu meliputi 5 macam alat-alat bukti yaitu; bukti surat, bukti 
saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sehingga saat mengajukan 
gugatan sudah dipersiapkan lebih dahulu bukti-bukti untuk menguatkannya. 
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